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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaruan konsep Sistem 

Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku 

tindak pidana, serta merumuskan model konsep baru yang memenuhi asas 

perlindungan hukum dan non-diskriminasi. Latar belakang penelitian ini adalah 

adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

SPPA yang belum secara khusus mengakomodasi kebutuhan anak penyandang 

disabilitas, sehingga berpotensi menghambat akses terhadap keadilan (access to 

justice) dan pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of 

the child). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 

didukung dengan data primer dari wawancara. Pendekatan yang digunakan meliputi 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis 

kerangka hukum yang ada dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya urgensi pembaruan SPPA yang disebabkan oleh kegagalan sistemik di setiap 

tahapan peradilan. Pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum seringkali gagal 

mengidentifikasi disabilitas sehingga tidak ada akomodasi yang layak. Pada tahap 

penuntutan, jaksa kesulitan membuktikan unsur kesalahan (mens rea) karena 

keterbatasan pemahaman anak. Proses persidangan bersifat tidak aksesibel dan 

diskriminatif, menjadikan anak sebagai partisipan pasif. Selain itu, mekanisme 

diversi sebagai jantung UU SPPA menjadi tidak fungsional bagi anak penyandang 

disabilitas. Sebagai solusinya, penelitian ini merekomendasikan pembaruan konsep 

SPPA dengan mengadopsi paradigma hak asasi manusia dan supported decision-

making. Rekonstruksi model ini mencakup: (1) Kewajiban skrining dan asesmen 

multidisiplin di awal proses hukum; (2) Revitalisasi proses diversi agar lebih adaptif 

dan berbasis komunitas; (3) Penerapan "Rencana Akomodasi Individual" yang 

mengikat di pengadilan ; dan (4) Penguatan kapasitas serta sinergi antarlembaga. 

 

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Penyandang Disabilitas, Akses 

Terhadap Keadilan, Perlindungan Hukum, Non-Diskriminasi.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Keadilan sosial wajib diberlakukan terhadap setiap individu termasuk juga 

kelompok disabilitas, untuk memastikan setiap kelompok memiliki kesetaraan 

keadilan.1 Kesetaraan ini menjadi nilai fundamental dalam masyarakat yang 

terbentuk pada deklarasi hak asasi manusia, bahwasanya setiap manusia setara 

tanpa adanya diskriminasi dijatuhkan kepadanya.2 Bentuk upaya terhadap 

kesetaraan ini adalah Access to Justice, yaitu setiap individu berhak untuk 

mendapatkan kesetaraan dalam proses peradilan. Suparman Mardzuki menjelaskan 

bahwa  latar belakang Access to Justice  adalah bahwa tidak setiap individu 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk berproses di peradilan saat berhadapan 

dengan hukum.3 Realitas yang dihadapi bahwa tidak setiap individu diberikan 

kesempatan dalam proses peradilan, termasuk kelompok rentan seperti penyandang 

disabilitas. 

 Kelompok disabilitas kerap dihadapkan pada tantangan sistemik berupa 

hambatan fisik, administratif, serta diskriminasi kultural yang menghalangi mereka 

untuk mengakses peradilan secara efektif. Hambatan tersebut tidak hanya 

mencerminkan ketimpangan dalam pelaksanaan prinsip kesetaraan di hadapan 

hukum, tetapi juga menandakan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban 

 
1 Charles P. Sabatino, 2019, “Access to Justice”, Generations: Journal of the American Society on 
Aging, Volume 43, Nomor 4, hlm. 
2 Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 
3 Suparman Marzuki, 2015, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, (Indonesia: 
Pusham UII), hlm.. 
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konstitusional untuk melindungi dan memajukan hak asasi seluruh warga 

negaranya.4 Fakta yang terjadi masih menunjukkan bahwa masih terjadi 

diskriminasi terhadap kelompok disabilitas di berbagai aspek kehidupan.5 

kurangnya transportasi yang memadai untuk kelompok disabilitas, penegakan 

hukum lemah, serta stigma sosial menunjukkan masih kurangnya Indonesia 

perhatian terhadap kelompok rentan ini.6  

 Kurangnya perhatian ini berpengaruh kedalam penegakan hukum pidana, 

acapkali dalam praktiknya, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan kondisi 

khusus pelaku yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas. Tidak sedikit 

kasus pidana yang melibatkan penyandang disabilitas di mana aparat penegak 

hukum gagal memahami keterbatasan fisik, sensorik, maupun intelektual yang 

dimiliki oleh pelaku. Alih-alih diberikan perlakuan yang mempertimbangkan 

kebutuhan khusus mereka, penyandang disabilitas justru sering diproses layaknya 

pelaku pidana pada umumnya. Hal ini berpotensi mengakibatkan ketidakadilan, 

mulai dari tahap pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan, karena hukum acara  

pidana belum mengakomodasi hak dan perlindungan bagi pelaku pidana dari 

kalangan disabilitas.7 

 
4 Ahmad Syahrus Sikti, 2019, Altruisme Hukum: Kepedulian terhadap Penyandang Disabilitas, 
(Yogyakarta: UII Press), hlm. 
5 Napsiah Napsiah dan Yani Tri Wijayanti, 2023, “Indonesian Society is Not Disabled 
Friendly?”, JURNAL ILMU SOSIAL, Volume 22, Nomor 1, hlm. 
6 Smeru Research Institute, "Six Problems that Exclude Disabled People in Indonesia from Public 
Life", diakses 19 Maret 2025, https://smeru.or.id/en/article/six-problems-exclude-disabled-people-
indonesia-public-life. 
7 Lutfah Rahayu, 2024, “Punishment for Perpetrators with Special Needs (Disability) in the Current 
Criminal Process”, Rechtsidee, Volume 12, Nomor 2, hlm. 
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 Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) belum secara khusus 

mengakomodasi kebutuhan anak penyandang disabilitas yang menjadi pelaku 

tindak pidana. Jika ditelaah dari ketentuan Pasal 3 UU tersebut, seharusnya SPPA 

mampu mengakomodasi kebutuhan khusus yang bersifat wajib, mengingat anak 

penyandang disabilitas termasuk dalam kategori kelompok rentan.8 Oleh karena itu, 

mereka memerlukan perlakuan dan pendampingan yang lebih intensif 

dibandingkan dengan anak berhadapan dengan hukum (ABH) pada umumnya. 

Kebutuhan anak penyandang disabilitas untuk memperoleh peradilan yang 

adil juga ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa lembaga penegak hukum wajib 

menyediakan fasilitas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas di setiap tingkat 

sistem peradilan pidana. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap 

pentingnya aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas, termasuk anak  

penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. 

 Belum adanya aturan khusus dalam SPPA yang menunjang perlindungan 

terhadap anak penyandang disabilitas menunjukkan bahwa penegakan hukum di 

Indonesia masih belum sepenuhnya siap dalam menghadapi hambatan-hambatan 

yang mungkin timbul dalam proses peradilan. Meskipun pada pasal 3 huruf M UU 

SPPA yang  menyebutkan bahwa anak dapat aksesibilitas, namun ketentuan tersebut 

belum cukup memberikan jaminan perlindungan hukum yang komprehensif bagi 

 
8 Assad Al Faruq, 2022, “Hukum dan Ham Bagi Anak dan Disabilitas”, Al-Syakhsiyyah: Journal of Law 
& Family Studies, Volume 4, Nomor 1, hlm. 
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anak dengan disabilitas, khususnya dalam aspek prosedural dan substantif.9 Tidak 

ada penjelasan mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk, mekanisme, 

maupun standar implementasinya. Minimnya pengaturan tersebut menimbulkan 

kekosongan hukum (legal gap) yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan 

terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, sekaligus 

berpotensi melanggengkan praktik diskriminatif dalam sistem peradilan pidana 

anak.  

Padahal, prinsip access to justice harus ditegakkan secara inklusif bagi 

seluruh warga negara. Hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh 

peradilan yang adil, setara, dan responsif terhadap kebutuhannya merupakan isu 

yang krusial dan mendesak untuk dibahas serta diteliti lebih lanjut. Hal ini penting 

dilakukan tanpa harus menunggu adanya kasus besar atau tekanan publik, 

melainkan sebagai bagian dari upaya sistematis dalam membangun sistem peradilan 

pidana anak yang benar-benar adil, ramah disabilitas, dan berbasis pada prinsip 

non-diskriminasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang melekat 

pada diri anak tersebut. 

 Sejalan dengan Amanat Konvensi hak penyandang disabilitas yang 

diratifikasi oleh Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011, bahwa negara haruslah 

memberikan prosedur peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas.10 Menurut 

 
9 Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, Aspek-aspek criminal justice bagi 
penyandang disabilitas: pemetaan keterkaitan disabilitas dalam UU no. 18 tahun 2014 Tentang 
Kesehatan Jiwa, UU no. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang 
Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana: position paper, with Institute for Criminal Justice Reform (Jakarta, 
Indonesia) dkk. (ICJR, 2015). 
10 Melaku T Zengeta, 2022, “Access to Justice: New Right or a Reaffirmation of Existing Human 
Rights for Persons with Disabilities?”, Yustisia Jurnal Hukum, Volume 11, Nomor 3, hlm. 157. 
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Roberta Ruggiero, negara wajib memberikan proses yang adil dan layak dalam 

setiap kasus anak penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan besar dan 

kecil dampak terhadap anak tersebut.11  Hal ini sesuai dengan maksud "The Best 

Interest for Child” yang digunakan dalam setiap SPPA diberbagai negara. 

 Namun dalam SPPA di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 belum mengatur secara rinci mengenai prosedur peradilan 

khusus bagi anak penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut hanya 

menyebutkan asas yang menjadi dasar dilaksanakannya sistem peradilan pidana 

anak dalam Pasal 2 yang diantaranya terdapat asas perlindungan hukum dan asas 

nondiskriminasi. Hubungan antara asas perlindungan hukum dan asas 

nondiskriminasi bersifat saling berkaitan, yang mana asas nondiskriminasi 

memberi dasar moral agar perlindungan hukum dapat menyeluruh, sementara 

perlindungan hukum memberikan mekanisme agar asas nondiskriminasi dapat 

terwujud. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas yang telah memuat ketentuan mengenai prosedur peradilan terhadap 

penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana juga tidak mengatur secara 

rinci mengenai sistem peradilan pidana bagi anak penyandang disabilitas yang 

berhadapan dengan hukum.12 

 Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pelaksanaan sistem 

peradilan pidana anak dalam kondisi belum adanya konsep khusus yang mengatur 

penanganan anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian 

 
11 Ziba Vaghri dkk., 2022, Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the 
Child: An Analysis of Attributes, Volume 25, Springer International Publishing, hlm. 
12 Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, Op.Cit. hlm. 18. 
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ini memfokuskan pada setiap sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di berbagai 

tingkat mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pembinaan. 

Mengkaji apakah pelaksanaan peradilan telah berjalan secara adil, non-

diskriminatif, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak 

penyandang disabilitas. 

Ketiadaan konsep yang jelas dalam SPPA mengenai prosedur khusus bagi 

anak penyandang disabilitas berpotensi menghambat terwujudnya sistem peradilan 

pidana anak yang inklusif dan berkeadilan substantif. Dengan menelaah ketentuan 

hukum yang berlaku dan mengidentifikasi celah dalam pengaturannya, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan model 

perlindungan hukum yang adaptif dan sesuai dengan prinsip keadilan bagi anak 

penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana urgensi pembaruan konsep Sistem Peradilan Pidana 

Anak dalam tindak pidana yang pelakunya Anak Penyandang Disabilitas? 

2. Bagaimana pembaruan konsep sistem peradilan pidana anak terhadap 

pelaku Anak Penyandang Disabilitas yang memenuhi asas perlindungan 

hukum  dan non diskriminasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 
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1. Menganalisis dan menguraikan urgensi pembaharuan konsep Sistem 

Peradilan Pidana Anak dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak penyandang disabilitas. 

2. Merumuskan dan merekonstruksi model konsep sistem peradilan pidana 

anak yang didasarkan pada asas perlindungan hukum dan non-diskriminasi 

untuk anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang sistem peradilan pidana 

anak dan hak penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini dapat memperkaya 

literatur akademik mengenai penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak 

penyandang disabilitas, serta menjadi landasan untuk penelitian lanjutan yang 

relevan dengan tema peradilan anak. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak 

hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan anak, dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak 

penyandang disabilitas. Rekomendasi dari penelitian ini juga diharapkan dapat 

mendorong pembaruan kebijakan serta praktik peradilan yang lebih inklusif 

dan berkeadilan terhadap Acces to Justice,  guna memperkuat perlindungan 

hukum bagi anak penyandang disabilitas dan mencegah terjadinya pelanggaran 

hak asasi mereka. 
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E. Orisinalitas Penelitian 

No. Judul Penelitian Penelitian Terdahulu Penelitian Ini 

1. Reformulasi Peradilan 

Pidana Anak yang 

Berkonflik dengan 

Hukum sebagai Bentuk 

Perlindungan Hukum, 

oleh Adil Kasim.13 

Disertasi ini  memfokuskan 

bahwa dalam mengungkap 

bahwa penerapan 

perlindungan hukum 

terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum 

dalam praktik peradilan 

pidana anak di Indonesia 

masih menyisakan masalah 

diskriminasi dan 

ketidakseimbangan antara 

norma dan pelaksanaan di 

lapangan penelitian ini 

menawarkan model 

peradilan pidana anak yang 

lebih ideal berbasis prinsip 

keadilan restoratif tanpa 

pembatasan ancaman pidana 

sebagaimana diatur dalam  

Undang-undang Sistem 

Peradilan Anak (UU SPPA), 

penghapusan diskriminasi 

dalam proses penyidikan, 

penuntutan, hingga 

pemidanaan anak. Dengan 

menyoroti kesenjangan 

Penelitian ini juga 

memfokuskan kepada 

reformulasi terhadap 

undang-undang SPPA, 

namun terhadap pelaku 

anak disabilitas, SPPA 

sendiri belum menjelaskan 

adanya proses yang adil 

dan melindungi terhadap 

anak kelompok disabilitas, 

oleh karena itu 

pembaharuan terhadap 

SPPA juga perlu dilakukan 

karena untuk menciptakan 

keadilan bagi anak 

disabilitas yang berkonflik 

dengan hukum. 

 
13 Adil Kasim, “Reformulasi Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai Bentuk 
Perlindungan Hukum” (Disertasi, Universitas Hasanudin, 2022). 
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antara ketentuan normatif 

dan praktik, peneliti 

merekomendasikan 

reformulasi beberapa pasal 

kunci dalam UU SPPA untuk 

memastikan hak anak 

terlindungi secara maksimal, 

serta mencegah residivisme 

dan memaksimalkan peran 

pembinaan anak pasca 

pemidanaansekaligus 

menyoroti urgensi 

2. Penerapan Hukum 

Acara Pengadilan Anak 

sebagai Pelaku Tindak 

Pidana, oleh Andi Devi 

Yusriana Y.14 

Tesis ini mengkaji secara 

mendalam penerapan hukum 

acara pengadilan anak 

terhadap anak yang menjadi 

pelaku tindak pidana di 

Kabupaten Bone, Sulawesi 

Selatan. Penelitian ini 

menyoroti sejauh mana 

proses hukum acara 

dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan, serta 

mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau hambatan 

dalam penerapannya. 

Dengan pendekatan yuridis 

Penelitian ini juga 

memfokuskan kajiannya 

pada hukum acara dalam 

sistem peradilan pidana 

anak. Namun, yang 

menjadi pembeda utama 

dalam penelitian ini adalah 

penekanan terhadap 

bagaimana penerapan 

hukum acara tersebut 

dilakukan terhadap anak 

penyandang 

disabilitas yang 

berhadapan dengan hukum. 

Penelitian ini menyoroti 

apakah prosedur hukum 

yang berlaku telah 

 
14 Andi Devi Yusriana Y., “PENERAPAN HUKUM ACARA PENGADILAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK 
PIDANA” (Tesis, Universitas Hasanudin, 2013). 



 

10 
 

empiris, penelitian ini 

memperlihatkan adanya 

ketimpangan antara norma 

dan praktik peradilan anak, 

serta menekankan 

pentingnya pembinaan yang 

bersifat edukatif dan tidak 

semata-mata represif. 

Penelitian ini memberikan 

kontribusi terhadap 

pengembangan pemahaman 

hukum acara pidana anak di 

tingkat lokal serta menjadi 

landasan dalam mendorong 

perlindungan anak secara 

lebih optimal dalam sistem 

peradilan pidana nasional. 

mempertimbangkan 

kondisi khusus anak 

penyandang disabilitas 

serta sejauh mana prinsip 

perlindungan dan non-

diskriminasi 

diimplementasikan dalam 

praktik peradilan. 

3. Pemenuhan Hak Asasi 

Manusia Bagi 

Tersangka Penyandang 

Disabilitas Dalam 

Proses Hukum di 

Tingkat Penyidikan 

(Studi Kasus Wilayah 

Hukum Polres 

Kabupaten Maros), oleh 

A M. Ichsan 

Syampoetra.15 

Tesis ini melakukan analisis 

terhadap perlakuan aparat 

penegak hukum, khususnya 

penyidik di Polres 

Kabupaten Maros, dalam 

memenuhi hak asasi manusia 

bagi tersangka penyandang 

disabilitas pada tahap 

penyidikan. penelitian ini 

menelusuri praktik langsung 

di tingkat lapangan, 

Penelitian ini juga 

membahas tentang 

kebutuhan hak penyandang 

disabilitas yang menjadi 

tersangka pada tingkat 

penyidikan, namun yang 

menjadi pembeda adalah 

penelitian ini membahas 

anak penyandang 

disabilitas yang lebih 

rentan dibanding dewasa 

 
15 A. M. Ichsan Syampoetra, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas 
Dalam Proses Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kabupaten Maros)” 
(Tesis, Universitas Hasanudin, 2020). 
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mengungkap hambatan 

nyata seperti kurangnya 

sarana penunjang seperti 

dokumen berformat braille 

atau juru bahasa isyarat, dan 

mengkaji sejauh mana aparat 

kepolisian 

mengimplementasikan 

ketentuan dalam UU No. 8 

Tahun 2016. Penelitian ini 

juga menawarkan perspektif 

kritis terhadap perlakuan 

nondiskriminatif terhadap 

tersangka disabilitas dan 

menggarisbawahi 

pentingnya akomodasi yang 

layak serta perlakuan yang 

manusiawi sejak proses awal 

peradilan. 

pada tingkat 

penyidikan dalam sistem 

peradilan pidana anak. 

fokus pada 

bagaimana perlakuan 

hukum dan prosedur 

penyidikan tersebut 

disesuaikan dengan kondisi 

khusus anak penyandang 

disabilitas, termasuk 

aksesibilitas, komunikasi, 

serta perlindungan 

terhadap comp mereka 

selama proses hukum 

berlangsung. 

4.  Kompleksitas Persoalan 

Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas 

di Pengadilan Negeri 

Pekanbaru, oleh July 

Wiarti.16 

Penelitian ini memetakan 

kompleksitas persoalan 

pemenuhan hak penyandang 

disabilitas yang berhadapan 

dengan hukum secara khusus 

di lingkungan Pengadilan 

Negeri Pekanbaru. Berbeda 

dari penelitian sebelumnya 

yang hanya menyoroti aspek 

Penelitian ini fokus pada 

anak penyandang 

disabilitas yang menjadi 

pelaku tindak pidana, 

meskipun penelitian 

sebelumnya sudah 

menunjukkan adanya 

aspek perlindungan pada 

normatif, penelitian ini 

 
16 July Wiarti, “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan 
Negeri Pekanbaru,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020), 
https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5. 
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normatif atau hak-hak dalam 

regulasi, penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

hambatan seperti hambatan 

sarana fisik, regulasi, serta 

pengetahuan sumber daya 

manusia di pengadilan 

sebagai kerangka analisis 

utama. Penelitian ini 

menekankan bahwa 

meskipun perlindungan 

hukum terhadap penyandang 

disabilitas telah diakomodasi 

secara normatif dalam UUD 

NRI 1945, UU No. 19 Tahun 

2011, dan UU No. 8 Tahun 

2016, namun 

implementasinya di 

pengadilan masih menemui 

banyak kendala praktis 

dalam mengungkap 

kesenjangan antara teori dan 

praktik. Penelitian ini 

mendorong perlunya desain 

sistem peradilan yang 

inklusif dan akomodasi yang 

layak, khususnya di 

pengadilan daerah yang 

belum menjadi perhatian 

utama dalam kajian 

mencari dengan melakukan 

penelitian empiris terhadap 

pengadilan, apakah sudah 

benar-benar terpenuhi 

secara Das Sollen, selain 

itu penelitian ini tidak 

terbatas pada pengadilan, 

namun seluruh tingkat 

Sistem Peradilan Pidana 

Anak sesuai Peraturan 

yang berlaku. 
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perkembangan disabilitas 

dan hukum.  

5. Konsep Diversi 

Terhadap Anak 

Penyandang Disabilitas 

Sebagai Pelaku Tindak 

Pidana Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak, 

oleh Trisno Raharjo dan 

Laras Astuti.17  

Penelitian ini membahas 

secara khusus konsep diversi 

terhadap anak penyandang 

disabilitas sebagai pelaku 

tindak pidana, sebuah isu 

yang masih jarang 

dieksplorasi secara 

mendalam dalam literatur 

hukum Indonesia. penelitian 

ini menggunakan 

pendekatan hukum normatif 

dan telaah putusan di 

wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta, 

penelitian ini menemukan 

bahwa meskipun kerangka 

hukum telah mengatur 

kewajiban diversi dalam 

sistem peradilan pidana 

anak, belum ada penerapan 

yang secara eksplisit 

menyasar pada anak 

penyandang disabilitas. 

Penelitian ini mengungkap 

bahwa anak disabilitas 

sebagai pelaku pidana 

Penelitian ini juga 

memperhatikan diversi seb

agai bagian penting dalam 

analisis, mengingat diversi 

merupakan mekanisme 

yang diwajibkan dalam 

SPPA selama memenuhi 

syarat dan dapat 

dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Diversi wajib diupayakan 

pada setiap tingkat 

pemeriksaan, baik di 

kepolisian, kejaksaan, 

maupun pengadilan, 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang 

SPPA.Namun, penelitian 

sebelumnya umumnya 

masih terbatas pada 

pendekatan normatif, yaitu 

hanya meninjau ketentuan 

diversi sebagaimana 

tercantum dalam peraturan 

 
17 Trisno Raharjo dan Laras Astuti, “KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS 
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” Jurnal Media Hukum 
24, no. 2 (2017), https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192. 
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menghadapi hambatan 

ganda, baik dari sisi fisik dan 

prosedural dalam sistem 

peradilan, maupun dari 

minimnya pemahaman 

aparat terhadap kebutuhan 

khusus mereka. Dengan 

demikian, penelitian ini 

memberikan rokemendasi 

dalam merumuskan 

kebutuhan akan aksesibilitas 

dan akomodasi yang layak 

dalam pelaksanaan diversi, 

serta pentingnya pelatihan 

bagi aparat penegak hukum 

untuk menjamin keadilan 

yang setara bagi anak 

penyandang disabilitas. 

perundang-undangan, 

tanpa menguji bagaimana 

implementasi diversi 

dilakukan dalam praktik 

nyata, khususnya 

terhadap anak penyandang 

disabilitas sebagai pelaku 

tindak pidana.  

Penelitian ini mengkaji 

efektivitas pelaksanaan 

diversi di lapangan, serta 

apakah proses diversi 

benar-benar 

memperhatikan kebutuhan 

khusus anak penyandang 

disabilitas, baik dari aspek 

komunikasi, 

pendampingan, 

pemahaman hukum, 

hingga perlindungan 

terhadap hak-haknya.. 

6. Pemidanaan terhadap 

Penyandang Disabilitas 

Mental sebagai Pelaku 

Tindak Pidana 

Pencabulan (Studi 

Putusan Perkara Nomor: 

16/Pid.Sus/2019/Pn.Ws

b), oleh Kadek Januarsa 

Penelitian ini menganalisis 

terhadap pemidanaan 

penyandang disabilitas 

mental sebagai pelaku tindak 

pidana pencabulan, dengan 

studi kasus yang terfokus 

pada Putusan Pengadilan 

Negeri Wonosobo Nomor: 

16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb.Pe

nelitian ini menyoroti aspek 

Penelitian ini membahas 

Anak Penyandang 

Disabilitas yang menjadi 

pelaku tindak pidana, baik 

itu pidana berat seperti 

pencabulan ataupun pidana 

ringan. Oleh karena itu,  

perbedaan penelitian 

dengan sebelumnya adalah 

bukan membahas 
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Adi Sudharma & Ayu 

Meiranda.18 

pertanggungjawaban pidana 

dan keadilan prosedural bagi 

pelaku yang memiliki 

gangguan kejiwaan. Dengan 

pendekatan normatif dan 

studi putusan, penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

penyandang disabilitas 

mental tidak seharusnya 

dijatuhi pidana penjara 

karena ketidakmampuan 

mempertanggungjawabkan 

perbuatannya secara hukum, 

sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 44 KUHP. 

Penelitian ini juga 

menekankan pentingnya 

penerapan teori pemidanaan 

utilitarian dan pendekatan 

rehabilitatif dalam sistem 

hukum pidana Indonesia, 

serta perlunya pemahaman 

aparat penegak hukum 

terhadap kondisi psikologis 

terdakwa difabel mental 

untuk menjamin asas 

keadilan yang substantif. 

pemidaan terhadap pelaku 

namun konsep peradilan 

pidana yang diberlakukan 

agar pelaku tindak pidana 

bisa diberikan keadilan dan 

diberikan kesempatan 

untuk membela diri atas 

suatu perbuatan. 

 
18 Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Ayu Meiranda, “Pemidanaan terhadap Penyandang Disabilitas 
Mental sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor: 
16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb),” Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 2, no. 2 (2021): 16. 
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7. Analisis 

Pertanggungjawaban 

Pidana dan 

Perlindungan Hukum 

terhadap Pelaku 

Penyandang Disabilitas 

dalam Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia, oleh 

Sarah Dian Utami, Cita 

Putri Agulia, Almira 

Rahma Harningtyas, 

dan Asep Suherman.19 

Penelitian ini mengkaji 

secara menyeluruh aspek 

pertanggungjawaban pidana 

dan perlindungan hukum 

terhadap pelaku penyandang 

disabilitas dalam sistem 

peradilan pidana Indonesia. 

Penelitian ini secara khusus 

menyoroti kekosongan 

pengaturan hukum terhadap 

penyandang disabilitas fisik 

sebagai pelaku tindak 

pidana, terutama dalam 

konteks regulasi KUHP lama 

maupun KUHP baru yang 

disahkan melalui Undang-

Undang No. 1 Tahun 2023. 

Dengan studi kasus perkara 

"Agus Buntung", penelitian 

ini menyoroti perlunya 

pendekatan hukum yang 

lebih inklusif dan 

berkeadilan, serta 

mendorong pembentukan 

regulasi lex specialis yang 

menjamin keadilan 

substantif bagi semua 

kategori disabilitas. 

Penelitian ini fokus pada 

anak penyandang 

disabilitas yang menjadi 

pelaku tindak pidana, 

konsep peradilan yang 

diberikan kepada pelaku 

apakah sudah sesuai 

dengan kebutuhan dan 

kemampuannya. Oleh 

karena itu, 

pertanggungjawaban 

pidana juga harus 

memperhatikan apakah 

sudah sesuai dengan 

kebutuhan dan 

perlindungan terhadap 

pelaku tindak pidana, 

terlebih kepada anak 

penyandang disabilitas 

yang rentan. 

 
19 Sarah Dian Utami dkk., “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap 
Pelaku Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Causa 11, no. 1 (2025): 
12. 
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Penelitian ini memperkaya 

wacana hukum pidana 

dengan menekankan 

pentingnya prinsip 

kesetaraan di hadapan 

hukum dan keharusan sistem 

peradilan pidana untuk 

responsif terhadap 

kebutuhan khusus kelompok 

rentan. 

 

F. Landasan Teori 

a. Akses Terhadap Keadilan 

Menurut Suparman Marzuki, access to justice atau akses terhadap 

keadilan merupakan kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa 

membedakan latar belakangnya untuk memperoleh keadilan melalui lembaga 

peradilan secara adil.20 Pemikiran ini lahir dari realitas bahwa tidak semua 

golongan dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam 

menghadapi persoalan hukum, termasuk kelompok rentan seperti penyandang 

disabilitas.  

Sementara menurut Crawford, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi 

menciptakan hambatan struktural bagi kelompok miskin dan rentan untuk 

memahami, menggunakan, atau bahkan mengakses sistem hukum.21 Hal ini 

 
20 Suparman Marzuki, Op. cit, hlm. 
21 Crawford dan Maldonado, “Introduction: Access to Justice: Theory and Practice from a 
Comparative Perspective,” Indiana Journal of Global Legal Studies 27, no. 1 (2020): 1, 
https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.27.1.0001. 
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menjadikan mereka sebagai “Second class citizen” yang tidak memiliki 

otonomi hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.22 Fatos Selita, 

menegaskan bahwa ketimpangan adalah hambatan utama dalam akses terhadap 

keadilan.23 Ketimpangan bukan hanya soal kemiskinan, tetapi juga 

menciptakan jarak nilai, pengalaman, dan pemahaman antara warga negara 

dengan sistem hukum yang seharusnya melayani mereka. Selita menyebut 

bahwa dalam sistem hukum yang mahal dan rumit, warga yang tidak mampu 

menyewa pengacara menjadi semakin tersingkirkan, tidak hanya secara hukum 

tetapi juga secara sosial. Bahkan, banyak yang mengalami stres, penyakit, dan 

tekanan psikologis akibat ketidakmampuan mereka menyelesaikan sengketa 

hukum secara adil dan bermartabat. 

Cappelletti dan Garth membagi perkembangan akses keadilan ke dalam 

tiga gelombang reformasi.24 Gelombang pertama berfokus pada penyediaan 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin, gelombang kedua mendorong 

perwakilan kolektif dan perlindungan hak-hak konsumen, dan gelombang 

ketiga menitikberatkan pada reformasi institusional serta penyederhanaan 

prosedur hukum agar lebih inklusif terhadap kebutuhan masyarakat luas. 

Dalam konteks ini, sistem hukum dituntut untuk tidak hanya menyediakan 

pintu masuk ke pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa sistem peradilan 

 
22 Ibid. 
23 Fatos Selita, “Improving Access to Justice: Community-Based Solutions,” Asian Journal of Legal 
Education 6, no. 1–2 (2019): 83–90, https://doi.org/10.1177/2322005819855863. 
24 Austin Sarat dkk., “Access to Justice,” Harvard Law Review 94, no. 8 (1981): 1911, 
https://doi.org/10.2307/1340740. 
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tidak bersifat eksklusif dan memberatkan bagi kelompok yang memiliki 

hambatan tertentu, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. 

Penerapan prinsip akses terhadap keadilan sangat relevan dalam 

menelaah sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam 

penanganan perkara yang melibatkan anak penyandang disabilitas sebagai 

pelaku tindak pidana. Anak dengan disabilitas menghadapi hambatan berlapis 

berupa keterbatasan komunikasi, rendahnya pemahaman terhadap prosedur 

hukum, stigma sosial, serta ketiadaan akomodasi yang layak selama proses 

hukum berlangsung.25 Hal ini menyebabkan mereka berada dalam posisi yang 

sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak adil, baik secara prosedural 

maupun substantif.26 

Penelitian ini menilai sejauh mana sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia telah mampu menghapus hambatan-hambatan tersebut dan 

membuka akses yang setara bagi anak penyandang disabilitas. Akses terhadap 

keadilan bukan sekadar jaminan formal dalam undang-undang, melainkan 

harus terwujud dalam praktik yang inklusif, adaptif, dan berbasis pada prinsip 

kesetaraan hak.27 Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan penting dalam 

 
25 Dwi Arianto dan Nurliana Cipta Apsari, “Gambaran Aksesbilitas, Inklusivitas, dan Hambatan 
Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai 
Negara,” Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 5, no. 2 (2023): 156, 
https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633. 
26 Sandra M. Leotti dan Elspeth Slayter, “Criminal Legal Systems and the Disability Community: An 
Overview,” Social Sciences 11, no. 6 (2022): 255, https://doi.org/10.3390/socsci11060255. 
27 Maulana Fahmi Idris, “Access to Justice for Disability in the Perspective of John Rawls Theory 
(Case of Demak Regecy Indonesia),” Journal of Law and Legal Reform 2, no. 3 (2021): 391–400, 
https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46486. 
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menilai efektivitas dan keadilan sistem hukum yang berlaku terhadap anak 

penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.  

b. Kebutuhan Terbaik Anak 

Konsep kebutuhan terbaik anak adalah fundamental dalam sistem 

peradilan pidana anak diseluruh dunia, prinsip ini menegaskan bahwa setiap 

tindakan dan keputusan dalam proses hukum yang melibatkan anak harus 

mempertimbangkan dampaknya terhadap tumbuh kembang, kesejahteraan, dan 

masa depan anak.  

Prinsip kepentingan terbaik anak ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) 

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menyatakan 

bahwa "In all actions concerning children, whether undertaken by public or 

private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or 

legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary 

consideration". Ketentuan ini menjadi dasar bahwa sistem hukum harus 

berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak, bukan pada 

pembalasan atau pemenjaraan.28 Negara-negara pihak yang telah meratifikasi 

konvensi ini, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk menyesuaikan 

kebijakan hukum nasional dengan prinsip tersebut. 

Prinsip ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pada Pasal 2 

huruf d, yang menyebutkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak. 

 
28 Syamsuddin Muchtar dkk., “Juvenile Criminal Responsibility in Justice Systems: A Comparative 
Study of Judicial Interpretations in Indonesia and Australia,” Jambe Law Journal 7, no. 2 (2024), 
https://doi.org/10.22437/home.v7i2.387. 
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Penerapan asas ini dalam praktik tercermin dalam pengutamaan diversi, 

pembatasan penahanan, larangan hukuman mati, pendekatan restoratif, serta 

kewajiban menggunakan fasilitas dan aparat yang ramah anak.29 

Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik anak berperan 

sebagai landasan filosofis dan yuridis dalam membangun sistem peradilan 

pidana anak yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adil secara moral 

dan sosial. Prinsip ini sangat relevan untuk menilai apakah sistem hukum telah 

memberi ruang bagi perlindungan yang memadai bagi anak-anak penyandang 

disabilitas agar mereka tidak menjadi korban dari sistem hukum itu sendiri. 

c. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam hukum 

yang bertujuan untuk menjamin keadilan, keamanan, dan perlindungan bagi 

individu maupun kelompok dari berbagai bentuk pelanggaran atau ancaman 

terhadap hak-hak mereka. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum 

mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum dapat mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas dan memberikan penyelesaian 

terhadap sengketa melalui mekanisme yang adil.30 Hadjon membedakan 

perlindungan hukum menjadi dua kategori utama, yaitu preventif dan 

represif.31 

 
29 Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik 
Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,” 
Undang: Jurnal Hukum 2, no. 2 (2020): 265–92, https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292. 
30 Hadjon, Philipus M, Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia (Surabaya: Surabaya Bina Ilmu, 
1987). 
31 Ibid. 



 

22 
 

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya 

pelanggaran melalui pengaturan hukum yang jelas dan penyediaan sarana 

pengawasan yang efektif. Contoh implementasi perlindungan preventif dapat 

ditemukan dalam peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, hak cipta, 

dan ketenagakerjaan, di mana regulasi dirancang untuk menghindari kerugian 

bagi masyarakat.32 Sementara itu, perlindungan represif melibatkan penegakan 

hukum setelah terjadinya pelanggaran, termasuk melalui pengadilan dan 

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.33 

Menurut Ananda Chrisna D. Panjaitan, implementasi perlindungan 

hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya 

penegakan hukum, minimnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka.34 Tantangan yang dijelaskan 

panjaitan ini menggarisbawahi bahwa pentingnya upaya peningkatan kapasitas 

penegak hukum, penyempurnaan regulasi, dan edukasi masyarakat untuk 

meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. 

Dalam penelitian ini, Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk 

menekankan bahwa setiap individu, termasuk anak penyandang disabilitas 

yang menjadi pelaku tindak pidana, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus 

dijamin dan dilindungi oleh negara. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku 

 
32 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum (Vikas 
Publishing House, 2005). 
33 Mahrus Ali dan Muhammad Arif Setiawan, Kapita Selekta Teori Hukum, 1 ed. (Bintang Semesta 
Media, 2021). 
34 Ananda Chrisna D. Panjaitan, “HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN PROTOKOL 
PALERMO DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA,” Jurnal Yustitia 16, no. 
1 (2022): 1–13, https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895. 
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bagi korban, tetapi juga bagi pelaku, terutama dalam menjamin proses hukum 

yang adil, manusiawi, dan non-diskriminatif. Teori ini menjadi landasan dalam 

menilai sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah 

memberikan perlakuan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan 

perlindungan kelompok rentan. 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

batasan dan fokus pada ruang lingkup pada penelitian ini.Adapun Definisi 

Operasional pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penanganan 

perkara pidana yang dilakukan oleh anak, yang mencakup tahap 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, 

hingga pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

2. Anak penyandang disabilitas adalah setiap anak berusia di bawah 18 

tahun yang memiliki hambatan fisik, mental, intelektual, dan/atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan 

lingkungan dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi secara penuh 

dan efektif dalam masyarakat. Definisi ini merujuk pada ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. 

3. Pelaku tindak pidana adalah anak penyandang disabilitas yang diduga, 

disangka, atau telah ditetapkan secara hukum sebagai pihak yang 
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melakukan perbuatan pidana. Fokus penelitian terletak pada bagaimana 

sistem peradilan pidana memperlakukan anak dengan disabilitas dalam 

proses hukum yang berjalan. 

4. Konsep dalam penelitian ini merujuk pada kerangka pelaksanaan sistem 

peradilan pidana terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku 

tindak pidana. Konsep ini dianalisis baik dari segi normatif (aturan 

hukum) maupun praktik implementasinya di lapangan. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitan hukum yang 

meneliti hukum sebagai norma dengan mengkaji bahan kepustakaan untuk 

menjawab permasalahan hukum.35 Penelitian ini didukung wawancara dengan 

subjek yang relevan, serta analisis data sekunder berupa bahan pustaka dan 

bahan hukum terkait, kemudian disesuaikan. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian merujuk pada isu utama yang dikaji, sebagaimana 

telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu konsep sistem 

peradilan pidana dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

penyandang disabilitas, serta sub-sistem pada peradilan pidana anak dalam 

kerangka Undang-Undang sistem peradilan pidana Anak di Indonesia.  

 

 
35 Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM (Mataram University Press, 2020), 48. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-

undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

relevan,36 khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual 

dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan konsep sistem 

peradilan pidana serta menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku guna 

mengembangkan argumentasi hukum yang tepat. Selain dua pendekatan 

tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, dengan 

membandingkan permasalahan yang sama dengan negara lain. 

4. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Penelitian ini didukung dengan data primer yang diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan 

indormasi yang mendalam dan akurat. Pihak-pihak yang diwawancarai 

meliputi Iptu Waluyo, S.H., selaku Panit 2 Unit 2 Subdit Renakta 

Ditreskrimum Polda Metro Jaya; Agung Wijayanto, S.H., M.H., selaku 

Kepala Divisi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman; Elsa Restriana, 

Tyas Fidelia, dan Audina Arvanita Rachman dari Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA); 

 
36 Ibid., 56. 
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serta Jonna Aman Damanik, selaku Komisioner Komisi Nasional 

Disabilitas. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang lebih komperhensif terkait upaya perlindungan terhadap anak 

penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana.  

b. Data Sekunder 

Selain data primer, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder 

yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan dari 

sumber literatur-literatur, kepustakaan, media internet, serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok masalah yang 

ada di dalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa sumber data 

yang terbagi menjadi: 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang 

mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik 

permasalahan penelitian yaitu berupa Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang 

Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan 

Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi 
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yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses 

Peradilan,serta peraturan perundang-undangan, regulasi, dan 

ketetapan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini 

memberikan informasi atau hal-hal yang bersangkutan dengan isi 

bahan hukum primer dan implementasinya, seperti jurnal-jurnal 

ilmiah, tesis/disertasi, buku, informasi internet, dan segala referensi 

yang relevan dengan masalah penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif dengan metode wawancara yang dilakukan dengan narasumber untuk 

memperoleh informasi primer serta metode studi pustaka guna mengumpulkan 

data sekunder dari berbagai sumber yang relevan.  

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif dengan mengidentifikasi dan menyederhanakan data 

yang relevan yang dilanjutkan dengan menyusun data dalam bentuk narasi 

sehingga penelitian ini berbentuk statement atau penyataan. 

I. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini diuraikan oleh peneliti pada bab ini, agar 

memberikan gambaran mengenai sistematika dari karya tulis ini. Rincian bab-bab 
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sebagai berikut: Bab Pertama (BAB 1), merupakan pendahuluan, yang memuat 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka atau Orisinalitas, landasan teori, definisi operasional, metode 

penelitian, serta sistematika penelitian. 

Bab kedua (BAB II) akan mengulas tinjauan umum terhadap isu hukum dari 

penelitian ini, diantaranya; Tinjauan Umum Akses Terhadap Keadilan, Tinjauan 

Umum Kebutuhan Terbaik Anak, Teori Perlindungan Hukum. 

Bab Ketiga (BAB III) peneliti akan mengemukakan hasil penelitian yang 

didapat di lapangan dan analisis hasil penelitian tersebut. Antara lain: konsep 

Sistem Peradilan Pidana pada pelakunya Anak Penyandang Disabilitas, dan apakah 

konsep Sistem Peradilan Pidana pada Anak Penyandang Disabilitas yang 

Berhadapan Hukum sudah memenuhi perlindungan hukum dan non-diskriminasi 

terhadap anak. 

Bab Keempat (BAB IV) pada bab ini akan digunakan untuk menaruh 

kesimpulan dan saran dari peneliti setelah melakukan penelitian terhadap isu 

hukum yang diteliti. Isi bab antara lain: Kesimpulan, Saran. 
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BAB II 

 

A. Tinjauan Umum terhadap Akses Terhadap Keadilan 

a) Pengertian Akses Terhadap Keadilan 

Konsep akses terhadap keadilan (access to justice) merupakan pilar 

fundamental dalam negara hukum modern. Pada tataran paling dasar, konsep 

ini merujuk pada kesempatan atau kemampuan setiap warga negara, tanpa 

memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik dan mental, 

untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan secara 

adil.37 Sebagaimana dikemukakan oleh Suparman Marzuki, pemikiran ini lahir 

dari kesadaran atas realitas bahwa tidak semua kelompok dalam masyarakat 

memiliki kesempatan yang setara ketika berhadapan dengan hukum, terutama 

kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.38 Realitas ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan kesetaraan di hadapan 

hukum yang bersifat formal dengan perwujudannya dalam praktik. 

Perspektif internasional memperdalam pemahaman ini dengan 

menyoroti bagaimana ketidaksetaraan struktural menjadi penghalang utama. 

Crawford, berargumen bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi menciptakan 

hambatan sistemik yang menghalangi kelompok miskin dan rentan untuk 

memahami, menggunakan, atau bahkan mengakses sistem hukum.39 Kondisi 

ini secara efektif menempatkan mereka pada posisi sebagai "warga negara 

 
37 suparman, op cit 
38 ibid. 
39 Crawford dan Maldonado, loc.cit., hlm.  
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kelas dua" (second-class citizen) yang tidak memiliki otonomi hukum untuk 

memperjuangkan hak-haknya.40 Fatos Selita memperkuat argumen ini dengan 

menegaskan bahwa ketimpangan bukan hanya soal kemiskinan, melainkan 

juga menciptakan jurang nilai, pengalaman, dan pemahaman antara warga 

negara dengan aparatus hukum yang seharusnya melayani mereka. Dalam 

sistem hukum yang mahal dan rumit, warga yang tidak mampu menyewa 

pengacara akan semakin terpinggirkan, tidak hanya secara hukum tetapi juga 

sosial. Dampaknya tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga merambah pada 

aspek psikologis, di mana ketidakmampuan menyelesaikan sengketa hukum 

secara adil dan bermartabat dapat menimbulkan stres, penyakit, dan tekanan 

psikologis yang mendalam. 41   

Evolusi pemikiran mengenai akses terhadap keadilan dapat dipetakan 

secara sistematis melalui kerangka "Tiga Gelombang Reformasi" yang digagas 

oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth. Kerangka ini bukan sekadar catatan 

historis, melainkan sebuah alat analisis untuk mendiagnosis tingkat 

kematangan dan inklusivitas sebuah sistem peradilan.42 

1. Gelombang Pertama: Bantuan Hukum. Gelombang ini 

merupakan respons paling awal dan fundamental terhadap masalah 

akses keadilan, yang berfokus pada penyediaan bantuan hukum 

bagi masyarakat miskin. Fokus utamanya adalah mengatasi 

hambatan finansial sebagai penghalang utama untuk mengakses 

 
40 Ibid. 
41 Fatos Selita, loc.cit., hlm.  
42 Janek Nowak dan Remo Caponi, Access to Justice (2019), 63–94. 
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pengadilan. Pada tahap ini, "akses" dipahami secara sempit sebagai 

kemampuan untuk membayar biaya pengacara dan pengadilan.43 

2. Gelombang Kedua: Representasi Hak-Hak Kolektif. Reformasi 

pada gelombang kedua melampaui kepentingan individu dan mulai 

menyasar representasi "kepentingan yang menyebar" (diffuse 

interests), seperti hak-hak konsumen, perlindungan lingkungan, 

dan hak-hak sipil. Gelombang ini mengakui bahwa banyak 

ketidakadilan bersifat sistemik dan berdampak pada kelompok 

masyarakat secara luas, sehingga memerlukan mekanisme 

perwakilan kolektif seperti gerakan kelas  (class action) atau 

advokasi oleh organisasi kepentingan publik.44    

3. Gelombang Ketiga: Pendekatan yang lebih Holistik. Gelombang 

ketiga menandai pergeseran paling signifikan, di mana fokus tidak 

lagi hanya pada penyediaan bantuan hukum, tetapi pada reformasi 

sistem peradilan secara keseluruhan (the whole dispute-processing 

system).45 Pendekatan ini menyerukan reformasi institusional, 

penyederhanaan prosedur hukum yang rumit, pengembangan 

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR), dan upaya-

upaya lain untuk membuat sistem hukum lebih inklusif dan 

responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Cappelletti dan 

 
43 Marc Galanter, “Access to Justice in a World of Expanding Social Capability,” Fordham Urban Law 
Journal 37, no. 1 (2010), https://ir.lawnet.fordham.edu/ulj/vol37/iss1/5. 
44 Ibid.  
45 Faturohman Faturohman dkk., “Peran Korban dalam Penyelenggaran Sistem Peradilan Pidana 
Saat Ini di Indonesia,” Borobudur Law and Society Journal 2, no. 6 (2023): 263–70, 
https://doi.org/10.31603/11024. 
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Garth menegaskan bahwa tujuan akhir dari akses keadilan 

memiliki dua komponen dasar: "sistem harus dapat diakses secara 

setara oleh semua orang, dan sistem tersebut harus menghasilkan 

putusan yang adil secara individual dan sosial".46    

Kerangka Tiga Gelombang ini digunakan sebagai alat diagnosis dalam 

menilai kondisi sistem peradilan di Indonesia, khususnya bagi anak 

penyandang disabilitas, Mengindikasikan proses yang lambat secara sistemik. 

Di sisi lain, Indonesia masih berjuang untuk mengimplementasikan secara 

penuh prinsip-prinsip gelombang pertama, yang tercermin dari masih 

terbatasnya bantuan hukum berkualitas yang mudah diakses bagi kelompok 

rentan47 Di sisi lain, permasalahan inti yakni ketiadaan prosedur peradilan yang 

teradaptasi khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak merupakan tantangan khas gelombang ketiga. Kegagalan ini 

menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi bukan sekadar kelemahan tunggal, 

melainkan bersifat sistemik dan mengakar dalam evolusi keadilan. Lebih jauh 

lagi, dampak psikologis yang disoroti oleh Selita menjadi berlipat ganda bagi 

anak penyandang disabilitas. Jika orang dewasa non-disabilitas mengalami 

stres akibat kerumitan hukum, seorang anak dengan hambatan kognitif atau 

komunikasi menghadapi tembok penghalang yang absolut. Bagi mereka, 

proses hukum itu sendiri, dengan interogasi yang tidak dipahami dan prosedur 

 
46 Ibid. 
47 Nicola Colbran, AKSES TERHADAP KEADILAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA: LAPORAN 
KAJIAN LATAR BELAKANG (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2010), 
https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/access-justice-2010-bahasa.pdf. 
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yang mengintimidasi, berpotensi menjadi bentuk hukuman, trauma, dan 

pelanggaran hak asasi manusia, jauh sebelum putusan akhir dijatuhkan.48 

b) Akses Keadilan Penyandang Disabilitas dalam Paradigma Hak Asasi 

Manusia 

Perkembangan paling transformatif dalam diskursus akses terhadap 

keadilan bagi penyandang disabilitas adalah pergeseran dari paradigma belas 

kasihan (charity model) dan medis (medical model) menuju paradigma berbasis 

hak asasi manusia (human rights model). Pergeseran ini secara formal 

dikukuhkan melalui Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (CRPD), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2011.49 CRPD tidak lagi memandang disabilitas 

sebagai "penyakit" atau "tragedi personal", melainkan sebagai hasil interaksi 

antara individu dengan hambatan dan lingkungan sosial serta institusional yang 

menghalangi partisipasi penuh mereka.    

Dua pasal dalam CRPD menjadi landasan fundamental bagi 

rekonseptualisasi akses terhadap keadilan. Pasal 12 tentang Pengakuan yang 

Sama di Hadapan Hukum (Equity Before The Law) menegaskan bahwa 

penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum (legal capacity) atas dasar 

kesetaraan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan. Pasal ini secara 

langsung menantang praktik-praktik diskriminatif seperti pengampuan 

 
48 Hasna Azahrani Maulidina dkk., ANALISIS PERSPEKTIF JAKSA DALAM AKSES KEADILAN BAGI 
PENYANDANG DISABILITAS PADA PROSES PERADILAN DI KABUPATEN KARANGANYAR, 4, no. 4 
(2022). 
49 Raharjo dan Astuti, loc.cit., hlm. 
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(Curatele), yang secara historis telah merampas hak individu untuk membuat 

keputusan bagi dirinya sendiri.50 

Pasal 13 tentang Akses terhadap Keadilan menjadi jantung dari 

kerangka ini. Pasal ini mewajibkan negara untuk menjamin akses 

yang efektif  bagi penyandang disabilitas pada semua tahap proses peradilan, 

baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Kunci untuk mewujudkan akses 

yang efektif ini adalah melalui penyediaan akomodasi prosedural dan yang 

sesuai dengan usia (procedural and age-appropriate accommodations) untuk 

memfasilitasi peran aktif mereka dalam proses hukum.51    

Konsep Akomodasi yang Layak (Reasonable Accommodation) 

menjadi sentral dalam maksud ini. CRPD mendefinisikannya sebagai 

"Reasonable accommodation means necessary and appropriate modification 

and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where 

needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment 

or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental 

freedoms", modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, yang tidak 

memberikan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, yang 

diperlukan dalam kasus tertentu untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan 

semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang 

disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lain.52 Penting untuk 

digarisbawahi bahwa penyediaan akomodasi yang layak bukanlah sebuah 

 
50 Neng Priyanti, “Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper: A Critical 
Discourse Analysis,” Disability Studies Quarterly 38, no. 4 (2018). 
51 Nicola Colbran, op.cit. 
52 Maulidina et al, loc.cit. 
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tindakan kebaikan atau kemurahan hati, melainkan sebuah kewajiban hukum.53 

Kegagalan untuk menyediakannya dianggap sebagai bentuk 

diskriminasi.54 Konsep ini telah diadopsi ke dalam hukum nasional melalui 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 

meskipun implementasinya di lapangan masih sangat lemah dan tidak 

konsisten.55    

Adopsi paradigma hak asasi manusia ini secara fundamental mengubah 

peran negara dan sistem peradilan. Jika dalam pandangan tradisional 

pengadilan adalah forum yang pasif dan netral di mana setiap individu 

menanggung beban untuk menavigasi sistem, maka CRPD menuntut negara 

untuk mengambil peran aktif. Kewajiban menyediakan akomodasi yang layak 

menggeser sebagian beban tersebut kepada negara. Negara tidak bisa lagi 

sekadar menyatakan "pintu pengadilan terbuka untuk semua", melainkan harus 

secara proaktif bertanya, "Apa yang perlu kami lakukan agar pengadilan ini 

dapat digunakan secara efektif oleh individu dengan hambatan spesifik ini?". 

Ini menuntut perubahan cara pandang hakim, jaksa, dan polisi, dari sekadar 

menjadi wasit yang netral menjadi fasilitator keadilan yang aktif. 

Pergeseran paradigma ini juga tecermin dalam terminologi. Perubahan 

istilah dari "penyandang cacat" menjadi "penyandang disabilitas" di Indonesia 

merupakan langkah kesadaran untuk menyelaraskan diri dengan semangat 

 
53 Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On Rights Of People with 
Disabilities) 
54 M. Syuib, “Equal Access to Justice for Persons with Disabilities: A Comparative Legal Analysis of 
Indonesia and Australia under the CPRD,” As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 5, no. 1 (2025): 
27–38, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.26855. 
55 Ibid.  
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CRPD dan meninggalkan konotasi negatif dari kata "cacat" (cela atau 

rusak).56 Namun, perubahan terminologi ini tidak secara otomatis menghapus 

cara pandang medis dan belas kasihan yang telah mengakar dalam praktik 

penegakan hukum.57 Seringkali, meskipun regulasi telah menggunakan bahasa 

yang progresif, mentalitas para pelaksana di lapangan masih terperangkap 

dalam paradigma lama. Hal ini menciptakan ilusi kemajuan yang berbahaya, di 

mana hukum tampak patuh pada standar internasional di atas kertas, tetapi 

gagal total dalam pelaksana karena filosofi yang mendasari tindakan para 

aktornya belum berubah. 

Anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum berada di 

persimpangan dua rezim perlindungan hukum yang berbeda namun saling 

melengkapi, yaitu rezim hak anak dan rezim hak penyandang disabilitas. 

Gesekan ini menciptakan kondisi "kerentanan berlapis" (compounded 

vulnerability) atau "beban ganda" (double burden), di mana mereka 

menghadapi hambatan yang tidak dialami oleh anak non-disabilitas maupun 

oleh orang dewasa penyandang disabilitas.58 

Dari rezim hak anak, yang berlandaskan Convention on the Rights of 

the Child (CRC), prinsip utama yang relevan adalah "Kepentingan Terbaik 

bagi Anak" (Best Interests of the Child). Prinsip ini, yang juga diabadikan 

dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA, mengamanatkan bahwa setiap tindakan dan 

keputusan yang menyangkut anak harus memprioritaskan dampak terhadap 

 
56 Priyanti, Op.cit. 
57 Ibid. 
58 Anwar dan Wijaya, loc.cit. 
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kesejahteraan, tumbuh kembang, dan masa depan anak di atas pertimbangan 

lain, termasuk pembalasan atau penghukuman.59    

Ketika prinsip ini diterapkan pada anak penyandang disabilitas, 

kerentanannya menjadi semakin nyata. Penelitian secara konsisten 

menunjukkan bahwa anak-anak dengan disabilitas, terutama yang memiliki 

gangguan seperti disabilitas intelektual, gangguan spektrum autisme, dan 

gangguan bahasa (neurodevelopmental), gangguan kesehatan mental, atau 

riwayat trauma, memiliki representasi berlebih (over-represented) dalam 

sistem peradilan anak.60 Kondisi mereka menciptakan serangkaian hambatan 

spesifik yang menghalangi partisipasi efektif dalam proses hukum, antara 

lain:    

• Hambatan Komunikasi: Kesulitan memahami pertanyaan yang 

kompleks, abstrak, atau panjang dari aparat penegak hukum, serta 

kesulitan untuk menceritakan pengalaman atau pembelaan diri 

secara jelas.61 

• Kecenderungan untuk Tunduk pada Otoritas: Adanya tendensi 

untuk menyetujui atau memberikan jawaban yang dirasa akan 

menyenangkan figur otoritas (polisi, jaksa, hakim), yang dapat 

berujung pada pengakuan palsu atau keterangan yang tidak 

akurat.62 

 
59 Ibid. 
60  
61 “Vulnerability Denied: The Rights of Children in Conflict with the Law,” dalam Perspectives on 
Children, Rights, and Vulnerability, oleh Ursula Kilkelly (Scandinavian University Press, 2025), 
https://doi.org/10.18261/9788215069500-25-08. 
62 Eddyono dan Kamilah, op.cit., hlm. 
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• Kurangnya Pemahaman Konsep Abstrak: Kesulitan untuk 

memahami hak-hak fundamental yang bersifat abstrak, seperti hak 

untuk diam, hak atas bantuan hukum, atau konsekuensi hukum dari 

perbuatannya.63    

• Stigma dan Isolasi: Anak penyandang disabilitas seringkali 

disembunyikan oleh keluarga yang dianggap sebagai aib, dan 

mengalami isolasi sosial. Ketika mereka masuk ke dalam sistem 

peradilan, mereka menjadi sangat rentan terhadap pengabaian, 

perundungan, atau bahkan kekerasan oleh aparat atau tahanan 

lain.64 

Kondisi kerentanan berlapis ini menuntut penafsiran ulang terhadap 

prinsip-prinsip hukum yang ada. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak tidak 

dapat lagi diterapkan secara umum. Penilaian kepentingan terbaik bagi seorang 

anak harus dilakukan melalui lensa disabilitas. Sebagai contoh, bagi seorang 

anak berusia 15 tahun dengan disabilitas intelektual yang melakukan pencurian 

ringan, apakah kepentingan terbaiknya adalah melalui proses diversi yang 

mungkin tidak ia pahami sepenuhnya? Ataukah kepentingan terbaiknya justru 

adalah dengan mengeluarkan anak tersebut dari sistem peradilan pidana sama 

sekali dan merujuknya langsung ke layanan sosial, kesehatan, atau pendidikan 

yang mampu menangani kebutuhan dasarnya? Pendekatan ini menuntut 

 
63 Agnė Limantė dkk., “ACCESSIBILITY OF LEGAL AID TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW: 
BRINGING THE GENERAL CONCEPT TO PRACTICE,” Baltic Journal of Law & Politics 15, no. 2 (2022), 
https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-0014. 
64 Access to Justice for Children with Mental Disabilities: International Standards and Findings from 
Ten EU Member States (Mental Disability Advocacy Center, 2015). 
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penilaian yang individual dan berbasis pada asesmen disabilitas, bukan semata-

mata asesmen hukum. 

Lebih jauh, sifat prosedural dari sistem peradilan pidana itu bersifat 

diskriminatif terhadap ragam disabilitas tertentu. Sistem peradilan pidana 

modern dibangun di atas asumsi tentang seorang terdakwa "normal" atau 

individu yang mampu berkomunikasi secara lisan dengan lancar, mampu 

berpikir secara abstrak dan logis, serta mampu berpartisipasi aktif dalam 

pembelaan dirinya. Anak penyandang disabilitas, khususnya dengan hambatan 

kognitif, intelektual, dan komunikasi, secara fundamental menantang asumsi 

dasar ini.65 Oleh karena itu, masalahnya bukan hanya terletak pada kurangnya 

akomodasi spesifik di sana-sini. Struktur dan alur kerja sistem peradilan itu 

sendiri, mulai dari interogasi di kepolisian hingga pembuktian di pengadilan, 

dapat dipandang sebagai sebuah bentuk diskriminasi tidak langsung (indirect 

discrimination). Kerangka kerja prosedural yang kaku dan tidak adaptif 

menjadi penghalang sistemik yang meniadakan kemungkinan tercapainya 

keadilan substantif. 

c) Identifikasi Hambatan Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 

Transformasi dari analisis teoretis ke realitas di Indonesia 

memperlihatkan jurang yang dalam antara jaminan normatif dan implementasi 

praktis. Berbagai penelitian dan laporan secara konsisten memetakan 

hambatan-hambatan sistemik yang secara efektif menutup pintu keadilan bagi 

 
65 Kilkelly, loc.cit.  
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anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.66 Hambatan-

hambatan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi yang saling 

terkait, menunjukkan bahwa masalah ini bersifat multifaset dan memerlukan 

solusi yang lebih komprehensif.    

1. Hambatan Hukum dan Regulasi: Kerangka hukum di Indonesia 

ditandai oleh kekosongan, kontradiksi, dan kegagalan 

implementasi. UU SPPA, meskipun progresif, tidak memuat aturan 

prosedural spesifik untuk anak penyandang disabilitas. Di sisi lain, 

UU Penyandang Disabilitas bersifat umum dan tidak memberikan 

panduan operasional yang jelas bagi aparat penegak hukum. 

Akibatnya, terjadi kebingungan hukum dan ketiadaan pedoman 

teknis yang membuat hak-hak di atas kertas menjadi sulit untuk 

dieksekusi. Persyaratan diskriminatif seperti "sehat jasmani dan 

rohani" juga masih kerap ditemukan dan disalahartikan.67    

2. Hambatan Institusional: APH seringkali terhambat dikarenakan 

kurangnya pengetahuan, pelatihan, dan kepekaan mengenai ragam 

disabilitas dan cara berinteraksi yang tepat menyebabkan 

kegagalan dalam mengidentifikasi disabilitas, misinterpretasi 

perilaku anak, dan penolakan untuk menyediakan 

akomodasi.68 Terdapat pula tendensi untuk menghindari kasus 

yang melibatkan penyandang disabilitas karena dianggap "rumit" 

 
66 Colbran, loc.cit.  
67 Syuib, loc.cit. 
68 Ibid.  
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atau "merepotkan", yang berujung pada tidak diprosesnya laporan 

atau adanya tekanan agar anak mengaku bersalah untuk 

menyederhanakan proses.69 

3. Hambatan Prosedural: Ini adalah manifestasi langsung dari 

hambatan hukum dan institusional. Ketiadaan akomodasi 

prosedural yang layak membuat partisipasi efektif menjadi 

mustahil.70 Mekanisme diversi yang diamanatkan UU SPPA pun 

menjadi tidak fungsional karena tidak diadaptasi untuk anak yang 

memiliki kesulitan komunikasi atau pemahaman.71 

4. Hambatan Fisik dan Lingkungan: Aksesibilitas fisik terhadap 

gedung-gedung penegakan hukum seperti kantor polisi, kejaksaan, 

dan pengadilan masih sangat buruk. Hal ini menjadi penghalang 

harfiah bagi anak dengan disabilitas fisik untuk dapat hadir dan 

mengikuti jalannya proses peradilan.72    

5. Hambatan Sosial dan Budaya: Stigma negatif yang mengakar kuat 

di masyarakat, yang memandang disabilitas sebagai kutukan, aib, 

atau penyakit, menciptakan lingkungan yang tidak 

mendukung.73 Anak dan keluarga seringkali merasa malu dan takut 

untuk berinteraksi dengan sistem hukum, khawatir akan 

 
69 Maulidhatul Mamluatil Hikmah, “Perlindungan Hak-Hak Hukum Perempuan Penyandang 
Disabilitas Mental Korban Rudapaksa,” Jurnal Hukum Indonesia 4, no. 1 (2025): 192–203, 
https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1173. 
70 Raharjo dan Astuti, loc.cit., hlm. 
71 Colbran, loc.cit. 
72 Priyanti, loc.cit. 
73 Ibid.  
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mendapatkan diskriminasi yang lebih parah. Cara pandang belas 

kasihan juga membuat masyarakat dan bahkan APH lebih melihat 

anak sebagai objek yang perlu dikasihani, bukan sebagai subjek 

hukum yang memiliki hak.   

Analisis yang lebih mendalam terhadap dua pilar hukum utama yaiu 

UU SPPA dan UU Penyandang Disabilitas, mengungkapkan celah fundamental 

yang menjadi akar dari kegagalan sistemik. Meskipun kedua undang-undang 

ini membawa semangat progresifitas, desain hukumnya masih mengandung 

kelemahan yang signifikan. 

UU SPPA secara luas diakui sebagai langkah maju karena 

mengintroduksi keadilan restoratif dan diversi sebagai pendekatan 

utama.74 Namun, undang-undang ini secara kritis gagal karena bungkam 

terhadap kebutuhan spesifik anak penyandang disabilitas. Penyebutan istilah 

"anak cacat" dalam Pasal 3 huruf m mengenai hak memperoleh aksesibilitas 

hanyalah sebuah pengakuan formal tanpa panduan operasional 

apapun.75 Akibatnya, UU SPPA yang seharusnya menjadi hukum khusus (lex 

specialis) bagi anak, justru menerapkan pendekatan "satu ukuran untuk semua" 

(one-size-fits-all) terhadap anak-anak yang berada di dalamnya, mengabaikan 

keragaman dan tingkat kerentanan yang ekstrem di antara mereka. 

Paradoks dari lex specialis ini menjadi sangat jelas dalam 

pelaksanaannya. UU SPPA dibuat berdasarkan landasan bahwa anak bukanlah 

 
74 Kayus Kayowuan Lewoleba, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka 
Mewujudkan Keadilan Restoratif,” Al-Mashlahah 11, no. 20 (2023), 
https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5070. 
75 Eddyono dan Kamilah, op.cit. 
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"orang dewasa versi mini" dan oleh karena itu memerlukan sistem peradilan 

yang berbeda. Mengikuti logika yang sama, anak penyandang disabilitas 

bukanlah "anak standar". Mereka memiliki kebutuhan dan kerentanan yang 

menuntut adanya prosedur yang lebih khusus lagi. Dengan gagal menyediakan 

aturan prosedural yang lebih terspesialisasi, UU SPPA menjadi tidak konsisten 

dengan filosofi dasarnya sendiri. Kegagalan ini paling nyata terlihat pada 

mekanisme diversi. Meskipun diwajibkan oleh undang-undang, penelitian 

Raharjo menunjukkan bahwa diversi belum dapat dilaksanakan untuk kasus 

yang melibatkan anak penyandang disabilitas sebagai pelaku.76 Proses diversi 

yang mengandalkan musyawarah dan komunikasi efektif menjadi tidak relevan 

bagi anak yang tidak dapat memahami proses atau mengartikulasikan 

kehendaknya tanpa adaptasi dan dukungan yang signifikan.    

Sementara itu, UU No. 8 Tahun 2016 secara eksplisit mengadopsi 

paradigma hak asasi manusia dan mengamanatkan penyediaan "Akomodasi 

yang Layak".77 Namun sebagai undang-undang umum ia tidak menyediakan 

rincian prosedural yang dibutuhkan untuk implementasi dalam peradilan 

pidana yang sangat teknis dan berjenjang. Undang-undang ini menciptakan 

sebuah hak, tetapi gagal menyediakan mekanisme pemulihan  atau alur 

prosedur yang jelas untuk menuntut hak tersebut di setiap tahap pemeriksaan 

dari mulainya penyelidikan hingga persidangan. 

 
76 Raharjo dan Astuti, loc.cit. 
77 Siti Komariah dan Kayus Kayowuan Lewoleba, “PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK 
PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN,” JURNAL USM LAW REVIEW 4, 
no. 2 (2021), https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058. 
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Kesenjangan implementasi yang terjadi bukanlah semata-mata karena 

kurangnya sumber daya atau kemauan politik, melainkan merupakan akibat 

dari kegagalan desain hukum (flaw by legal design). Regulasi yang ada 

menciptakan hak dan kewajiban, namun gagal dalam beberapa aspek krusial 

yaitu tidak menunjuk secara jelas siapa yang bertanggung jawab untuk 

menyediakan akomodasi, apakah penyidik, jaksa, atau pengadilan?, tidak 

mengatur bagaimana prosedur pengajuannya, tidak mengalokasikan anggaran, 

dan tidak menetapkan sanksi bagi APH yang lalai memenuhinya.78 Ketiadaan 

detail operasional ini membuat undang-undang yang tampak ideal di atas kertas 

menjadi macan kertas yang tidak memiliki kekuatan untuk ditegakkan dalam 

praktik.    

B. Tinjauan Umum terhadap Kebutuhan Terbaik Anak 

1. Pengertian Kebutuhan Terbaik Anak 

Prinsip kepentingan terbaik anak merupakan norma fundamental dalam 

hukum hak asasi manusia internasional yang menjadi standar global bagi 

negara-negara pihak, termasuk Indonesia. Prinsip ini mengubah cara pandang 

dunia terhadap anak, dari sekadar objek perlindungan menjadi subjek hukum 

yang memiliki hak-hak yang melekat. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak 

secara eksplisit tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), 

yang menyatakan bahwa "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik 

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau 

swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, 

 
78 Colbran, loc.cit. 
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kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan 

utama".79 Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA melalui Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk 

mengintegrasikan dan mengimplementasikan prinsip ini ke dalam seluruh 

kerangka hukum dan kebijakan nasionalnya.  

Prinsip ini, bersama dengan tiga prinsip fundamental lainnya yaitu non-

diskriminasi (Pasal 2), hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan (Pasal 6), serta penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12), 

membentuk pilar utama KHA.80 Pencantuman kepentingan terbaik anak 

sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) menandai pergeseran 

paradigma global. Ini menegaskan bahwa kepentingan anak tidak dapat dengan 

mudah dikesampingkan oleh pertimbangan lain, seperti efisiensi birokrasi, 

kepentingan administratif lembaga, atau bahkan keinginan orang tua semata, 

meskipun tidak selalu menjadi satu-satunya faktor penentu.81 

2. Elaborasi Kebutuhan Terbaik Anak Melalui Komentar Umum No. 14 

(2013) 

Untuk memberikan panduan interpretatif yang lebih otoritatif dan 

praktis mengenai penerapan Pasal 3 ayat (1) KHA, Komite Hak Anak 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan Komentar Umum No. 14 (GC 

 
79 Muchtar, loc.cit. 
80 Anwar dan Wijaya, loc.cit. 
81 Michael Freeman, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child 
Article 3: The Best of The Child (Martinus Nijhoff Publishers, 2007). 
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14) pada tahun 2013.82 Dokumen ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman 

dan aplikasi praktis prinsip kepentingan terbaik anak oleh negara-negara pihak, 

serta mendorong perubahan nyata dalam sikap yang mengarah pada 

penghormatan penuh terhadap anak sebagai pemegang hak.83    

GC 14 menguraikan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai sebuah 

konsep tiga rangkap (a threefold concept) yang saling terkait, mengubahnya 

dari norma yang berpotensi abstrak menjadi instrumen hukum yang dapat 

dioperasionalkan:84   

1) Hak Substantif: Setiap anak memiliki hak yang dapat dituntut 

agar kepentingannya dinilai dan dijadikan pertimbangan utama 

ketika berbagai opsi keputusan yang akan memengaruhinya sedang 

dipertimbangkan. Jika prosedur penilaian dan penentuan 

kepentingan terbaik anak tidak dipatuhi, hak anak telah dilanggar. 

2) Prinsip Hukum Penafsiran Fundamental: Jika suatu ketentuan 

hukum terbuka untuk lebih dari satu interpretasi, maka interpretasi 

yang paling efektif dalam melayani kepentingan terbaik anak harus 

dipilih. Ini berlaku untuk seluruh implementasi hak-hak anak. 

3) Aturan Prosedur: Setiap kali sebuah keputusan akan dibuat yang 

berdampak pada seorang anak (atau sekelompok anak), proses 

pengambilan keputusan tersebut harus mencakup evaluasi terhadap 

 
82 General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken 
as a primary consideration (art. 3, para. 1) (United Nations Committee on the Rights of the Child, 
2013). 
83 Ibid.  
84 Ibid.  
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dampak positif atau negatif yang mungkin terjadi pada anak 

tersebut. Penilaian dan penentuan kepentingan terbaik anak 

merupakan kewajiban prosedural bagi pengambil keputusan. 

Inti dari kewajiban prosedural ini adalah pelaksanaan Penilaian 

Kepentingan Terbaik (Best Interests Assessment). GC 14 menekankan bahwa 

penilaian ini harus bersifat holistik, individual, dan dilakukan dalam setiap 

kasus dengan mempertimbangkan keadaan spesifik anak.85 Penilaian ini 

mengharuskan adanya penyeimbangan yang cermat terhadap berbagai elemen 

yang relevan. Elemen-elemen ini tidak bersifat hierarkis dan bobotnya dapat 

bervariasi tergantung pada konteks kasus.86 Elemen-elemen tersebut 

mencakup, antara lain; pandangan anak, identitas anak (mencakup 

kondisi memiliki disabilitas fisik, sensorik, atau intelektual), pemeliharaan 

lingkungan keluarga, perawatan, perlindungan dan keamanan anak, situasi 

kerentanan, serta hak anak atas kesehatan dan pendidikan.87    

Keberadaan GC 14 memberikan "gigi" pada Pasal 3 KHA. Dengan 

memecahnya menjadi tiga pilar, GC 14 menyediakan kerangka kerja analitis 

yang konkret bagi para praktisi, peneliti, dan advokat untuk mengevaluasi 

sistem peradilan. Sebuah putusan hakim, misalnya, dapat dikritik bukan hanya 

karena hasilnya yang merugikan anak, tetapi juga karena prosesnya gagal 

memasukkan penilaian kepentingan terbaik yang memadai. Namun, sifat 

fleksibel dari penilaian ini, yang menuntut penyeimbangan berbagai elemen, 

 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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juga menghadirkan tantangan. Fleksibilitas ini memungkinkan adanya 

keputusan yang peka terhadap konteks, tetapi di sisi lain dapat membuka ruang 

bagi kesewenang-wenangan jika para penegak peradilan pidana tidak memiliki 

kapasitas, pemahaman, atau kemauan untuk melakukan penyeimbangan yang 

adil dan malah memprioritaskan kemudahan administratif atau kepentingan 

institusional. Risiko ini menjadi semakin besar dalam kasus yang melibatkan 

anak penyandang disabilitas, di mana kebutuhan mereka yang kompleks sering 

kali tidak terlihat dan menjadi yang paling mudah untuk diabaikan dalam 

proses penyeimbangan tersebut. 

Tabel berikut merangkum kerangka kerja penilaian kepentingan terbaik 

anak berdasarkan Komentar Umum No. 14, yang akan menjadi tolok ukur 

dalam analisis pada bab-bab selanjutnya. 

Tabel 2.1: Kerangka Kerja Penilaian Kepentingan Terbaik Anak 

(Berdasarkan Komentar Umum No. 14 (General Comments No. 14)) 

Elemen 

Penilaian 

Deskripsi (berdasarkan GC 

14) 

Implikasi Khusus bagi Anak 

Penyandang Disabilitas 

Pandangan 

Anak 

Hak anak untuk didengar 

dalam setiap proses yang 

memengaruhinya, dengan 

mempertimbangkan usia 

dan tingkat kematangan. 

Membutuhkan akomodasi yang 

layak untuk memastikan anak 

dapat berkomunikasi secara 

efektif misalnya, juru bahasa 

isyarat, metode komunikasi 
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Elemen 

Penilaian 

Deskripsi (berdasarkan GC 

14) 

Implikasi Khusus bagi Anak 

Penyandang Disabilitas 

alternatif dan augmentatif/AAC, 

bahasa yang disederhanakan. 

Identitas Anak 

Karakteristik unik anak, 

termasuk jenis kelamin, 

orientasi seksual, asal 

negara, agama, identitas 

budaya, kepribadian, dan 

termasuk kondisi 

disabilitas. 

Pengakuan penuh terhadap ragam 

disabilitas dan dampaknya pada 

pemahaman, komunikasi, serta 

interaksi anak dengan 

lingkungan. Menghindari 

stereotip berbasis disabilitas. 

Lingkungan 

Keluarga 

Pentingnya menjaga 

keutuhan keluarga dan 

hubungan anak dengan 

orang tua serta anggota 

keluarga lainnya, kecuali 

jika bertentangan dengan 

kepentingan terbaik anak. 

Keluarga seringkali menjadi 

sumber dukungan utama. 

Penilaian harus 

mempertimbangkan kapasitas 

keluarga dalam memberikan 

perawatan dan dukungan khusus 

yang dibutuhkan anak, serta 

dampak pemisahan dari pengasuh 

utama. 
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Elemen 

Penilaian 

Deskripsi (berdasarkan GC 

14) 

Implikasi Khusus bagi Anak 

Penyandang Disabilitas 

Perawatan, 

Perlindungan 

& Keamanan 

Kewajiban negara untuk 

melindungi anak dari segala 

bentuk kekerasan, 

penelantaran, eksploitasi, 

dan bahaya lainnya. 

Anak penyandang disabilitas 

memiliki risiko lebih tinggi 

terhadap kekerasan dan 

eksploitasi. Perlindungan harus 

ditingkatkan, termasuk di dalam 

institusi LPKA dan panti sosial, 

dengan pengawasan yang ketat. 

Situasi 

Kerentanan 

Kondisi khusus yang 

membuat anak lebih rentan, 

seperti status pengungsi, 

keanggotaan kelompok 

minoritas, atau korban 

kekerasan. 

Anak penyandang disabilitas 

mengalami kerentanan ganda 

(double vulnerability) karena usia 

dan kondisi disabilitasnya, yang 

memerlukan tingkat perlindungan 

dan dukungan yang lebih tinggi. 

Hak atas 

Kesehatan 

Akses terhadap layanan 

kesehatan berkualitas 

tertinggi yang dapat 

dicapai, termasuk 

rehabilitasi dan layanan 

kesehatan mental. 

Memastikan akses terhadap 

layanan kesehatan spesifik, terapi 

(fisik, wicara, okupasi), alat 

bantu, dan dukungan kesehatan 

mental yang sesuai dengan 

kebutuhan disabilitasnya. 
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Sebagai negara suportif kepada KHA, Indonesia telah berupaya 

mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam 

sistem hukum nasionalnya. Komitmen normatif ini terlihat jelas dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan 

teknis di bidang peradilan pidana anak. 

Akar filosofis perlindungan anak di Indonesia tertanam kuat 

dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi".88 Amanat konstitusional ini kemudian 

dijabarkan lebih lanjut dalam   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

 
88 Siti Husniyyah Ali dkk., “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum 
Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.116/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Mdn),” Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 5, no. 3 (2024). 

Elemen 

Penilaian 

Deskripsi (berdasarkan GC 

14) 

Implikasi Khusus bagi Anak 

Penyandang Disabilitas 

Hak atas 

Pendidikan 

Akses terhadap pendidikan 

inklusif dan berkualitas 

yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi 

anak secara maksimal. 

Memastikan lingkungan belajar 

yang aksesibel dan akomodatif, 

kurikulum yang disesuaikan, dan 

dukungan guru yang terlatih 

untuk menghindari terputusnya 

pendidikan selama proses hukum. 
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Perlindungan Anak, yang menjadi payung hukum umum bagi perlindungan 

anak di Indonesia. 

Secara lebih spesifik dalam konteks peradilan pidana, prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak menjadi asas sentral yang menjiwai Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 

huruf d UU SPPA secara eksplisit mencantumkan "kepentingan terbaik bagi 

anak" sebagai salah satu asas fundamental pelaksanaannya.89 Lahirnya UU 

SPPA menandai perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem peradilan 

anak di Indonesia, dari yang sebelumnya cenderung retributif  menjadi 

berorientasi pada keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, dengan 

kepentingan terbaik anak sebagai kompas utamanya.90   UU SPPA tidak hanya 

mengadopsi prinsip kepentingan terbaik anak sebagai norma abstrak, tetapi 

juga menerjemahkannya ke dalam berbagai mekanisme prosedural dan 

substantif yang konkret, antara lain: 

1. Keadilan Restoratif dan Diversi: Sebagai jantung dari UU SPPA, 

mekanisme Diversi diwajibkan untuk diupayakan di setiap 

tingkatan proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di pengadilan) untuk tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan 

pengulangan.91 Tujuan utama diversi adalah untuk mencapai 

perdamaian antara pelaku dan korban, menyelesaikan perkara di 

 
89 Anwar dan Wijaya, loc.cit. 
90 Syamsul Hidayat dkk., “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan 
Diversi,” Jurnal Sikap 9, no. 1 (2023). 
91 Raharjo dan Astuti, Op.Cit. 



 

53 
 

luar jalur formal, menghindarkan anak dari perampasan 

kemerdekaan, dan mencegah stigma negatif yang melekat pada 

proses peradilan pidana.92 

2. Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir (Ultimum 

Remedium) : Sejalan dengan semangat restoratif, UU SPPA 

menegaskan bahwa penahanan dan pidana penjara hanya boleh 

digunakan sebagai pilihan terakhir (last resort) dan harus 

diterapkan untuk jangka waktu yang paling singkat.93 Hal ini 

bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari pemenjaraan 

terhadap tumbuh kembang anak.    

3. Sanksi Alternatif Non-Pemenjaraan: UU SPPA menyediakan 

spektrum sanksi yang luas dan berorientasi pada pembinaan, bukan 

pembalasan. Hakim diberikan opsi untuk menjatuhkan pidana 

pokok alternatif seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat 

(meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau 

pengawasan), dan pelatihan kerja. Selain itu, hakim dapat 

mengenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali, 

 
92 Nefa Claudia Meliala, “Kasus Perundungan dan Keadilan Restoratif untuk Anak,” Hukumonline, 
27 Maret 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-perundungan-dan-keadilan-
restoratif-untuk-anak-lt66033cf876d0c/. 
93 Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat, Jakarta dan Yudha Pradana, “Implementasi Prinsip 
‘Kepentingan Terbaik bagi Anak’ dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa 
pandemi di Kota Jakarta Barat,” Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia 1, no. 2 (2022): 43–
53, https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1022. 
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perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

(LPKS), atau perbaikan akibat tindak pidana.94 

Secara normatif, UU SPPA telah membangun sebuah ekosistem hukum 

yang progresif dan berpihak pada anak. Namun, keberhasilan implementasi 

kerangka hukum ini sangat bergantung pada dua faktor krusial: perubahan pola 

pikir (mindset) dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH) yang 

selama ini terbiasa beroperasi dalam kerangka sistem peradilan pidana dewasa 

yang bersifat punitif.95 

Kenyataannya, terdapat sebuah paradoks yang mengkhawatirkan antara 

progresivitas UU SPPA dan realitas praktiknya. Data menunjukkan bahwa 

angka penahanan (88%) dan vonis pidana penjara (91%) terhadap anak masih 

sangat tinggi, sebuah kondisi yang bertentangan secara diametral dengan 

asas ultimum remedium yang diamanatkan undang-undang.96 Hal ini 

menandakan adanya kegagalan sistemik yang masif, yang berakar pada konflik 

peran yang dihadapi oleh APH. UU SPPA menuntut polisi, jaksa, dan hakim 

untuk menjadi penegak hukum sekaligus pelindung anak. Seorang penyidik 

yang terbiasa menginterogasi pelaku kejahatan kini harus mampu menjadi 

mediator dalam proses diversi. Seorang jaksa yang terbiasa menuntut hukuman 

maksimal kini harus mempertimbangkan opsi rehabilitasi. Konflik peran ini, 

diperparah oleh kurangnya pelatihan yang seragam, sumber daya yang terbatas, 

 
94 Marcel R. Rorong, “PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK MENURUT 
UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” Lex 
Crimen 4, no. 4 (2015). 
95 Uut Rahayuningsih dkk., PERAN SISTEM PERADILAN DALAM MENJAWAB PELUANG DAN 
TANTANGAN UNTUK MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, 11, no. 11 (2025). 
96 Ibid. 
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dan pemahaman yang belum merata mengenai filosofi keadilan restoratif, 

menyebabkan banyak APH cenderung kembali ke "pengaturan default" sistem 

peradilan dewasa yang punitif karena lebih familiar dan dianggap lebih 

sederhana untuk diimplementasikan.97  

Dalam konteks ini, diversi menjadi titik kritis utama kegagalan sistem. 

Sebagai jantung dari UU SPPA, keberhasilan diversi adalah kunci untuk 

mengeluarkan anak dari jalur peradilan formal. Namun, penelitian 

menunjukkan bahwa diversi sering kali tidak berhasil atau bahkan tidak 

diupayakan secara maksimal.98 Kegagalan diversi di tingkat kepolisian akan 

melimpahkan kasus ke kejaksaan, dan jika gagal lagi, akan berlanjut ke 

pengadilan. Di setiap eskalasi ini, momentum untuk penyelesaian restoratif 

semakin terkikis dan pendekatan punitif semakin menguat, yang pada akhirnya 

meningkatkan probabilitas penahanan dan pemenjaraan.    

3. Pintu Akhir Kepentingan Terbaik bagi Anak Penyandang Disabilitas 

Jika prinsip kepentingan terbaik anak berlaku untuk semua anak, maka 

bagi anak penyandang disabilitas, prinsip ini harus diterapkan dengan 

intensitas dan kepekaan yang jauh lebih tinggi. Kelompok ini menghadapi 

tantangan unik yang menempatkan mereka pada posisi yang sangat rentan 

dalam sistem peradilan pidana. Anak penyandang disabilitas menghadapi apa 

yang dapat disebut sebagai kerentanan ganda (double vulnerability) atau 

berlapis. Mereka rentan karena statusnya sebagai anak, yang secara inheren 

 
97 Christian Diza Saputra dkk., Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi Koordinasi 
Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Penyidik dan Penuntut Umum di Bapas Kelas I Malang, 5, no. 1 
(2023). 
98 Ibid.  
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berada dalam tahap perkembangan, memiliki ketergantungan, dan kapasitas 

yang belum matang. Pada saat yang sama, mereka juga rentan karena 

kondisi disabilitasnya, yang dapat berupa hambatan fisik, sensorik, intelektual, 

atau mental.99 Kombinasi dari kedua faktor ini menciptakan tingkat kerentanan 

yang eksponensial. Mereka tidak hanya lebih mudah dieksploitasi untuk 

melakukan tindak pidana oleh pihak lain, tetapi juga lebih rentan menjadi 

korban dari sistem peradilan itu sendiri karena ketidakmampuan sistem untuk 

memahami dan merespons kebutuhan khusus mereka.100 Konsep kerentanan 

ganda ini secara yuridis menuntut negara untuk memberikan "perlindungan 

khusus" yang melampaui standar perlindungan yang diberikan kepada anak 

pada umumnya. Kegagalan untuk mengakui dan merespons kerentanan ganda 

ini akan menghasilkan perlakuan yang secara   de facto bersifat diskriminatif, 

meskipun di atas kertas tampak setara. 

Bagi anak penyandang disabilitas, penilaian kepentingan terbaik tidak 

akan pernah dapat dilakukan secara efektif dan adil tanpa adanya "Akomodasi 

yang Layak" (Reasonable Accommodation). Ini bukanlah sebuah fasilitas 

tambahan atau kemewahan, melainkan sebuah prasyarat fundamental untuk 

memastikan partisipasi mereka yang setara dalam proses 

peradilan.101 Akomodasi yang layak mencakup segala modifikasi dan 

penyesuaian yang diperlukan dan tepat, baik pada prosedur maupun 

lingkungan fisik, untuk menjamin penikmatan hak-hak mereka. Contohnya 

 
99 Raharjo dan Astuti, loc.cit. 
100 Eddyono dan Kamilah, op.cit. 
101 Ibid. 
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meliputi penyediaan juru bahasa isyarat bagi anak tunarungu, dokumen dalam 

format Braille bagi anak tunanetra, pendampingan oleh ahli untuk anak dengan 

disabilitas intelektual, penggunaan bahasa yang sederhana dan konkret dalam 

pemeriksaan, serta penyesuaian lingkungan fisik ruang sidang.102    

Kewajiban negara untuk menyediakan akomodasi ini secara spesifik 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi 

yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.103 Tanpa 

akomodasi yang layak, hak-hak fundamental lainnya seperti hak untuk 

didengar dan hak atas peradilan yang adil menjadi ilusi. Akomodasi yang layak 

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan anak dengan sistem 

keadilan; ketiadaannya secara otomatis menggagalkan pemenuhan prinsip 

kepentingan terbaik.    

Salah satu hambatan utama dalam memberikan perlindungan yang 

komprehensif adalah adanya fragmentasi dan disharmoni antar peraturan 

perundang-undangan. UU SPPA hanya menyebutkan "aksesibilitas" secara 

sangat umum dalam Pasal 3 huruf m, tanpa memberikan detail teknis.104 Di sisi 

lain, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan 

kerangka hak yang lebih luas dan berbasis hak asasi manusia, namun tidak 

secara spesifik mengatur prosedur peradilan pidana untuk anak.105 Sementara 

 
102 Bestha Inatsan Ashila dkk., Pembaharuan Hukum Acara Pidana Untuk Penyandang Disabilitas 
Berhadapan dengan Hukum (Indonesia Judicial Research Society, 2022). 
103 Rosa Pijar Cahya Devi dan Ignatius Loyola Iswaradatta Prasetio, “IMPLEMENTASI AKOMODASI 
YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN 
KABUPATEN SLEMAN,” Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 2 (2022). 
104 Eddyono dan Kamilah, op.cit. 
105 Komariah dan Lewoleba, loc.cit. 
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itu, PP No. 39 Tahun 2020 memberikan rincian teknis yang sangat dibutuhkan 

mengenai akomodasi yang layak, namun kesadaran dan implementasinya di 

kalangan APH di lapangan dilaporkan masih sangat rendah.106    

Fragmentasi regulasi ini menciptakan kebingungan, tumpang tindih, 

dan celah hukum. APH di lapangan tidak memiliki satu pedoman terpadu yang 

komprehensif dan mudah diakses tentang bagaimana seharusnya menangani 

anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, 

penanganan yang terjadi cenderung bersifat ad-hoc, sangat bergantung pada 

inisiatif, pemahaman, dan kepekaan individu APH, bukan berdasarkan 

kebijakan institusional yang terstandarisasi dan terjamin pelaksanaannya.107 

Akar dari berbagai kegagalan implementasi, seperti miskomunikasi 

dalam pemeriksaan atau penilaian yang tidak akurat, sering kali terletak pada 

kegagalan sistem untuk mengidentifikasi disabilitas pada tahap paling awal 

kontak dengan sistem hukum. Tanpa adanya skrining dan asesmen yang 

memadai oleh tenaga ahli (seperti psikolog atau psikiater), kebutuhan khusus 

anak tidak akan pernah terungkap. Akibatnya, akomodasi yang layak tidak 

akan pernah diberikan, dan prinsip kepentingan terbaik tidak dapat terpenuhi. 

Seorang anak dengan disabilitas intelektual yang tidak memahami pertanyaan 

penyidik yang kompleks mungkin akan dicap sebagai "tidak kooperatif" atau 

"berbohong", padahal masalah utamanya adalah hambatan komunikasi dan 

 
106 Dewi dan Prasetyo, loc.cit. 
107 Dian Novianti dan Tomy Michael, “SINKRONISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN 
PIDANA,” Bureaucracy Journal 3, no. 2 (2023), https://doi.org/10.53363/bureau. 
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pemahaman.108 Kegagalan di hulu (identifikasi) ini memicu serangkaian 

kegagalan di hilir (pemeriksaan, penuntutan, persidangan, dan putusan).    

Lebih jauh, terdapat konflik kepentingan sistemik antara mandat untuk 

memenuhi kepentingan terbaik anak penyandang disabilitas dengan tekanan 

untuk efisiensi sistem peradilan. Proses yang ideal melibatkan asesmen ahli, 

penyediaan akomodasi yang layak, modifikasi prosedur, secara inheren 

membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Hal ini bertentangan 

dengan metrik kinerja APH yang sering kali diukur secara kuantitatif, seperti 

jumlah kasus yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Dalam dilema 

antara memenuhi kepentingan terbaik anak secara substantif dan memenuhi 

target efisiensi sistem, kepentingan anak yang paling rentan inilah yang paling 

sering dikorbankan. 

C. Teori Perlindungan Hukum 

a) Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan konsep sentral dalam negara hukum 

yang bertujuan menjamin hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-

wenang, baik oleh penguasa maupun sesama warga negara. Dalam konteks 

penelitian ini, teori perlindungan hukum tidak dipandang sebagai sebuah 

konsep tunggal dan statis, melainkan sebagai sebuah kerangka analisis yang 

dinamis dan berlapis. Kerangka ini digunakan untuk membedah secara kritis 

sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia mampu memberikan 

 
108 Y Bagus Wismanto dkk., “Mendalami Aspek Psikologis Remaja Pelaku Kejahatan,” Jurnal 
Psikologi Forensik Indonesia 1, no. 1 (2021). 
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perlindungan yang efektif dan substantif bagi anak penyandang disabilitas yang 

berkonflik dengan hukum—sebuah kelompok yang berada pada titik temu 

kerentanan ganda. Analisis ini akan mengintegrasikan teori perlindungan 

hukum klasik dari para ahli hukum Indonesia dengan perspektif hukum 

progresif untuk membangun sebuah landasan teoretis yang komprehensif. 

b) Dua Sisi Paradigma Perlindungan Hukum : Preventif dan Represif 

Landasan fundamental untuk memahami mekanisme perlindungan 

hukum dalam hukum administrasi dan publik di Indonesia diletakkan oleh 

Philipus M. Hadjon. Ia secara cermat membedakan perlindungan hukum ke 

dalam dua kategori utama yang saling melengkapi: perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif.109 Dualisme ini menyediakan 

sebuah arsitektur konseptual yang sangat relevan untuk mendiagnosis 

kegagalan sistemik dalam melindungi anak penyandang disabilitas.    

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa atau pelanggaran hak sebelum peristiwa hukum terjadi.110 Dalam 

konteks tindakan pemerintah, ini terwujud melalui pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang jelas, prosedur yang transparan, dan mekanisme 

pengawasan yang efektif untuk membatasi potensi penyalahgunaan 

wewenang.111 Tujuan utamanya adalah mendorong kehati-hatian pada pihak 

penguasa atau aparatur negara dalam mengambil keputusan.112    

 
109 Philipus M. Hadjon, op.cit. 
110 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (PT. Raja Grafindo Persada, 2014). 
111 Ibid. 
112 Philipus M. Hadjon, op.cit. 
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Dalam lingkup penelitian ini, perlindungan preventif adalah kewajiban 

negara untuk merancang sebuah sistem peradilan pidana anak yang secara 

proaktif mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan khusus anak 

penyandang disabilitas. Namun, analisis terhadap kerangka hukum yang ada 

menunjukkan adanya kegagalan fundamental pada level preventif ini. 

Kegagalan tersebut termanifestasi dalam beberapa bentuk: 

1. Kekosongan Hukum Prosedural: Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun 

progresif dalam mengedepankan keadilan restoratif, secara kritis 

gagal menyediakan aturan prosedural yang spesifik bagi anak 

penyandang disabilitas.113 Undang-undang ini bungkam mengenai 

bagaimana aparat penegak hukum harus melakukan identifikasi, 

asesmen, dan penyesuaian prosedur bagi anak dengan ragam 

disabilitas yang berbeda. Akibatnya, APH di lapangan tidak 

memiliki pedoman teknis yang mengikat, menyebabkan 

penanganan yang bersifat ad-hoc dan inkonsisten. 

2. Disharmoni Regulasi: Terjadi fragmentasi dan disharmoni antara 

UU SPPA, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, dan peraturan pelaksananya.114 UU 

Penyandang Disabilitas memberikan kerangka hak yang luas, 

namun bersifat umum dan tidak memberikan panduan operasional 

 
113 Syuib, loc.cit. 
114 Faiz Aqiel Maula Hidayat dan Aji Lukman Ibrahim, “Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana 
Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” JUSTISI 9, no. 3 (2023): 326–43, 
https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474. 



 

62 
 

dalam konteks hukum acara pidana yang sangat 

teknis.115 Sementara itu, UU SPPA sebagai lex specialis justru 

tidak mengadopsi secara rinci prinsip-prinsip perlindungan yang 

ada dalam UU Penyandang Disabilitas.116 Ketiadaan sinkronisasi 

ini menciptakan kebingungan hukum dan membiarkan celah 

perlindungan yang sangat lebar.    

3. Regulasi Akomodasi yang Tidak Dapat Ditegakkan: Meskipun 

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 

Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang 

Disabilitas dalam Proses Peradilan, peraturan ini belum 

efektif.117 Kegagalan ini berakar pada ketiadaan mekanisme 

penegakan yang jelas, seperti sanksi bagi APH yang lalai 

memenuhinya dan alokasi anggaran yang pasti untuk penyediaan 

sarana dan prasarana.118 Akibatnya, hak atas akomodasi yang layak 

menjadi hak di atas kertas yang sulit dieksekusi dalam praktik.    

Kegagalan pada tataran preventif ini menciptakan kondisi awal yang 

secara inheren tidak adil. Anak penyandang disabilitas memasuki sistem 

peradilan yang tidak dirancang untuk mereka, di mana instrumen hukum yang 

seharusnya melindungi justru menjadi sumber pertama dari diskriminasi dan 

pengabaian. 

 
115 Utami et al, loc.cit. 
116 Ananda Cindy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi 
Korban Perkosaan,” Jurist-Diction 5, no. 3 (2022): 821–46, https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35242. 
117 Ashila et al, op.cit. 
118 Devi dan Prasetio, loc.cit. 



 

63 
 

Perlindungan hukum represif adalah sarana perlindungan yang 

diberikan setelah sengketa atau pelanggaran hak terjadi, yang bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga peradilan atau mekanisme 

alternatif. Wujudnya adalah penyelesaian melalui pengadilan yang 

memberikan sanksi seperti denda atau penjara bagi pelanggar, atau ganti rugi 

bagi korban.119  

Bagi anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, 

perlindungan represif ini menjadi sebuah ilusi. Ketika perlindungan preventif 

telah gagal total, maka seluruh proses yang mengarah pada penyelesaian  

menjadi cacat sejak awal. Proses hukum itu sendiri mulai dari penyelidikan, 

penuntutan, hingga persidangan yang seharusnya menjadi sarana untuk 

mencari keadilan, justru berubah menjadi serangkaian hambatan yang tidak 

dapat diatasi. Bagaimana seorang anak dapat memperoleh putusan yang adil 

jika ia tidak dapat memahami pertanyaan penyidik, tidak mampu 

berkomunikasi secara efektif dengan kuasa hukumnya, dan tidak mengerti hak-

haknya selama persidangan? 

Kegagalan preventif secara langsung merambah ke tahapan represif. 

Akibatnya, sistem peradilan tidak berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian 

sengketa yang adil, melainkan sebagai sebuah prosedur formalistik yang harus 

dijalani, di mana anak penyandang disabilitas menjadi partisipan pasif yang 

hak-haknya secara sistematis terabaikan. Ini melahirkan sebuah paradoks yaitu 

mekanisme yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum justru 

 
119 Philipus M. Hadjon. 
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menjadi instrumen yang melanggengkan ketidakadilan dan menimbulkan 

kerugian lebih lanjut bagi dirinya. 

Kakunya hukum positif dan kegagalannya dalam memberikan keadilan 

substantif, terutama bagi kelompok rentan, melahirkan pemikiran kritis dari 

Satjipto Rahardjo yang dikenal sebagai Teori Hukum Progresif.120 Teori ini 

lahir dari kegelisahan melihat praktik hukum di Indonesia yang seringkali 

terjebak dalam formalisme dan proseduralisme, sehingga menjauh dari tujuan 

sejatinya.    

Inti dari hukum progresif adalah kredo "hukum untuk manusia, bukan 

manusia untuk hukum".121 Filosofi ini menegaskan bahwa hukum bukanlah 

tujuan akhir, melainkan hanyalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih 

luhur, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kemuliaan martabat 

manusia.122 Dengan demikian, hukum tidak boleh menjadi institusi yang beku 

dan terpisah dari realitas sosial, melainkan harus terus bergerak, mengalir, dan 

beradaptasi untuk melayani kebutuhan manusia.123 

Dalam konteks penelitian ini, Teori Hukum Progresif menjadi landasan 

filosofis yang vital. Ketika peraturan perundang-undangan terbukti memiliki 

celah, bungkam, atau bahkan menciptakan ketidakadilan bagi anak 

penyandang disabilitas, maka para penegak hukum tidak boleh menjadi 

 
120 Mardona Siregar, “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia,” 
Muhammadiyah Law Review 8, no. 2 (2024), https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567. 
121 Ibid. 
122 M. Syafi’ie, “Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia,” Supremasi 
Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 1, no. 1 (2012), https://doi.org/10.14421/sh.v1i1.1904. 
123 Ibid.  
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"tawanan undang-undang".124 Hukum progresif memberikan legitimasi bagi 

hakim, jaksa, dan polisi untuk:    

• Melakukan Penafsiran Baru: Yaitu melakukan interpretasi 

terhadap peraturan yang ada secara baru dan dan sesuai kebutuhan 

untuk menghadirkan keadilan, tanpa harus menunggu perubahan 

undang-undang.125    

• Menggunakan Hati Nurani dan Diskresi 

Kebijakan: Mengutamakan pertimbangan moral dan tujuan 

keadilan substantif di atas kepatuhan buta terhadap teks aturan. 

Diskresi yang bertanggung jawab menjadi kunci untuk melindungi 

kelompok rentan.126    

• Melakukan Terobosan Hukum (Legal Breakthrough): Dalam 

situasi di mana aturan yang ada secara nyata menghalangi keadilan, 

penegak hukum yang progresif didorong untuk berani melakukan 

terobosan demi kepentingan terbaik anak. 

Penerapan hukum progresif dalam kasus anak penyandang disabilitas 

berarti APH tidak hanya bertanya, "Apa bunyi pasalnya?", tetapi lebih penting 

lagi, "Apa yang paling adil dan paling baik untuk anak ini, dengan 

mempertimbangkan segala kerentanan dan kebutuhannya?". Pendekatan ini 

membebaskan hukum dari belenggu positivisme dan mengembalikannya pada 

 
124 Ibid.  
125 Siregar, loc.cit. 
126 Ibid.  
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fitrahnya sebagai instrumen emansipasi dan perlindungan bagi yang paling 

lemah. 

c) Unsur-Unsur dan Wujud Perlindungan Hukum dalam  Peradilan 

Pidana 

Untuk mengoperasionalkan teori perlindungan hukum, perlu 

diidentifikasi unsur-unsur konkret yang harus ada. Berbagai ahli hukum telah 

merumuskan elemen-elemen esensial ini, yang dapat berfungsi sebagai daftar 

periksa untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana. 

Menurut para ahli seperti Setiono dan C.S.T. Kansil, suatu perlindungan 

dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung setidaknya 

empat unsur fundamental :127 

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap 

warganya: Negara secara aktif memberikan naungan dan 

perlindungan. 

2. Jaminan kepastian hukum: Aturan main yang jelas, konsisten, 

dan dapat diprediksi. 

3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara: Perlindungan tersebut 

melekat pada hak-hak yang dijamin secara konstitusional maupun 

undang-undang. 

4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang 

melanggarnya: Adanya konsekuensi bagi negara atau aparaturnya 

yang gagal memberikan perlindungan. 

 
127 Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia (Alumni, 1983). 
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Jika diterapkan pada kasus anak penyandang disabilitas, keempat unsur 

ini menunjukkan kegagalan yang nyata. Pengayoman dari pemerintah menjadi 

tidak efektif karena APH tidak dibekali pengetahuan dan sarana yang 

memadai. Kepastian hukum absen karena adanya kekosongan dan disharmoni 

regulasi. Hak-hak warganegara, meskipun dijamin dalam UU Penyandang 

Disabilitas, tidak dapat terealisasi karena hambatan prosedural. 

Terakhir, sanksi bagi APH yang lalai menyediakan akomodasi yang layak 

praktis tidak ada, membuat kewajiban negara menjadi tidak bergigi. 

Wujud perlindungan hukum ini dapat dibedakan lebih lanjut menjadi 

perlindungan substantif dan prosedural. 

• Perlindungan Substantif: Ini menyangkut isi atau substansi dari 

hukum itu sendiri. Wujud utamanya adalah pengakuan penuh atas 

individu sebagai subjek hukum yang setara, yang memiliki hak dan 

kapasitas hukum.128 UU No. 8 Tahun 2016 merupakan langkah 

maju yang krusial dalam memberikan perlindungan substantif ini 

dengan mengadopsi paradigma hak asasi manusia.129 Namun, 

perlindungan substantif ini menjadi hampa ketika hukum acara dan 

praktiknya gagal mengakomodasi partisipasi efektif mereka, yang 

secara de facto menempatkan mereka kembali pada posisi sebagai 

objek yang tidak cakap hukum.130    

 
128 Dina Kurniawati dkk., “Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan 
Perkara Pidana,” Indonesia Berdaya 3, no. 4 (2022), https://doi.org/10.47679/ib.2022347. 
129 Ambar Retnosih Widyantini, “Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum 
Penyandang Disabilitas,” Journal of Social Welfare 2, no. 2 (2015). 
130 Ibid. 
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• Perlindungan Prosedural: Ini adalah wujud perlindungan yang 

paling praktis dan menentukan, yaitu jaminan bahwa proses untuk 

memperoleh keadilan dapat diakses dan diikuti secara efektif. 

Dalam konteks disabilitas, perlindungan prosedural ini diwujudkan 

melalui Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak.131 PP No. 39 

Tahun 2020 telah merinci berbagai bentuk akomodasi yang wajib 

disediakan, seperti pendamping ahli, juru bahasa isyarat, dokumen 

dalam format yang mudah dibaca, dan modifikasi cara 

pemeriksaan.132 Kegagalan dalam menyediakan perlindungan 

prosedural inilah yang menjadi mekanisme utama dari peniadaan 

keadilan. Tanpa akomodasi yang layak, hak untuk didengar, hak 

atas pembelaan yang efektif, dan partisipasi dalam proses restoratif 

seperti diversi menjadi mustahil, yang secara otomatis mendorong 

anak ke jalur peradilan yang seharusnya dihindari.133    

Secara keseluruhan teori perlindungan hukum menyediakan lensa 

untuk melihat bahwa permasalahan yang dihadapi anak penyandang disabilitas 

dalam sistem peradilan pidana bukanlah sekadar insiden atau kelalaian 

individual, melainkan sebuah kegagalan struktural dan kultural yang tersistem. 

Hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi 

penghalang sebuah kondisi yang menuntut adanya reformasi fundamental yang 

 
131 Devi dan Prasetio, loc.cit. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
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berlandaskan pada hak asasi manusia, kepentingan terbaik anak, dan semangat 

hukum progresif. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Urgensi Pembaruan Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam 

Tindak Pidana Yang Pelakunya Anak Penyandang Disabilitas 

1. Urgensi Pembaruan Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak  

Kelemahan jelas terlihat dalam UU SPPA terletak pada kekosongan 

konseptual regulasi tersebut dalam menangani anak penyandang disabilitas. 

Meskipun UU tersebut mencantumkan asas nondiskriminasi dan asas 

perlindungan, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur 

kewajiban penyediaan akomodasi yang layak, merupakan inti dari pemenuhan 

hak penyandang disabilitas menurut CRPD. UU SPPA menunjukkan bahwa 

sebagai lex specialis, undang-undang ini secara signifikan bungkam mengenai 

prosedur khusus bagi anak penyandang disabilitas. Meskipun Pasal 3 huruf m 

menyebutkan hak anak untuk memperoleh aksesibilitas, terutama bagi "anak 

cacat", istilah ini tidak dioperasionalkan lebih lanjut. Akibatnya, aksesibilitas 

menjadi sekadar pengakuan formal tanpa panduan teknis yang jelas mengenai 

bagaimana ia harus diwujudkan dalam setiap tahapan peradilan.134 Hal ini 

menciptakan sebuah paradoks filosofis, UU SPPA dibangun di atas premis 

bahwa "anak bukan miniatur  borang dewasa" dan karenanya memerlukan 

sistem yang berbeda, namun gagal menerapkan logika yang sama bahwa "anak 

 
134 Sunnah dan Tuti Widyaningrum, “Review of the Juvenile Justice System for Children With 
Disabilities as Juvenile Offender in Indonesia:,” conf. paper presented pada The 2nd International 
Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020), Purwokerto, Indonesia, 
Proceedings of the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 
2020), Atlantis Press, 2020, https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.345. 
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penyandang disabilitas bukan miniatur anak standar".135 Kegagalan untuk 

menyediakan aturan yang lebih terspesialisasi ini menunjukkan inkonsistensi 

dalam filosofi dasar UU SPPA itu sendiri. 

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas secara eksplisit mengadopsi paradigma hak asasi manusia dan 

mengamanatkan kewajiban negara untuk menyediakan Akomodasi yang 

Layak. Menurut Suparman Marzuki, UU 8/2016 sebagai undang-undang 

umum, tidak menyediakan rincian prosedural yang dibutuhkan untuk 

implementasi dalam konteks hukum acara pidana yang sangat teknis dan 

berjenjang.136 Undang-undang ini berhasil menciptakan sebuah hak, tetapi 

gagal menyediakan mekanisme pemulihan atau alur prosedur yang jelas untuk 

menuntut hak tersebut di setiap tahap pemeriksaan mulai dari penyelidikan 

hingga persidangan.  

Seirama dengan regulasi ini, ditambah dengan adanya peraturan 

pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, 

justru menciptakan disharmoni dan kebingungan hukum.137 Aparat Penegak 

Hukum (APH) di lapangan tidak memiliki satu pedoman terpadu yang 

 
135 Komariah dan Lewoleba,Op. Cit” 
136 Suparman Marzuki dan Despan Heryansyah, “AKSES KEADILAN BAGI HAK PENYANDANG 
DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi pada Pengadilan Negeri Padang dan 
Wonosari),” JOURNAL EQUITABLE 9, no. 3 (2024): 80–111, https://doi.org/10.37859/jeq.v9i3.7399. 
137 Erna Listiawati dkk., “Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana 
sebagai Implementasi Equality Before the Law,” Simbur Cahaya, 16 Juli 2023, 173–90, 
https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2796. 
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komprehensif dan mudah diakses tentang bagaimana seharusnya menangani 

anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum.138    

Kondisi ini merupakan manifestasi dari kegagalan perlindungan hukum 

preventif, sebagaimana dikonsepkan oleh Philipus M. Hadjon. Negara gagal 

merancang sebuah sistem yang secara proaktif mengantisipasi dan 

mengakomodasi kebutuhan khusus kelompok rentan.139 Kegagalan ini bukan 

sekadar kekosongan hukum melainkan sebuah kegagalan desain yang lebih 

mendalam yaitu Regulasi yang ada menciptakan hak tanpa kewajiban yang 

dapat ditegakkan secara efektif.140 Tidak ada penunjukan yang jelas mengenai 

siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan membiayai akomodasi 

di setiap tahap, serta tidak ada sanksi yang tegas bagi APH yang lalai 

memenuhinya. Akibatnya, hak atas akomodasi yang layak menjadi hak 

telanjang (nudum jus) yang tidak dapat dieksekusi dalam praktik,141 

menciptakan kondisi awal yang tidak adil dan diskriminatif bagi anak 

penyandang disabilitas.142    

2. Hambatan dalam Implementasi di Setiap Tahapan Peradilan 

Kegagalan desain hukum yang telah diuraikan termanifestasi dalam 

praktik nyata di setiap subsistem peradilan pidana. Anak penyandang 

 
138 Wiarti, Op Cit. 
139 Willy Putra dan Aji Wibowo, “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSAMAAN 
HAK BAGI KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DALAM ANGKUTAN PENERBANGAN,” Jurnal 
Hukum Adigama 1, no. 1 (2018): 217, https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2143. 
140 Johanes Widijantoro dkk., Buku Saku Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam 
Proses Peradilan (Sigab Indonesia, 2021), https://sigab.org/wp-content/uploads/2023/12/Buku-
Saku-AYL.pdf. 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
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disabilitas tidak hanya menghadapi kerentanan akibat usia dan kondisinya, 

tetapi juga akibat sistem yang tidak siap merespons kebutuhan mereka.143 

a. Tahap Penyidikan  

Kegagalan pertama dan paling krusial terjadi pada kontak awal 

dengan sistem hukum. APH seringkali gagal mengidentifikasi 

disabilitas, terutama yang tidak kasat mata seperti disabilitas 

intelektual, gangguan spektrum autisme, atau gangguan kesehatan 

mental. Tanpa identifikasi dini, tidak akan pernah ada asesmen 

kebutuhan, dan tanpa asesmen, penyediaan akomodasi yang layak 

menjadi mustahil. Kegagalan di hulu ini memicu serangkaian 

kegagalan di hilir.    

Hasil wawancara bersama Inspektur Polisi Satu (Iptu) Waluyo, 

selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat 

Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, 

mengonfirmasi adanya tantangan signifikan dalam proses pemeriksaan 

terhadap anak. Beliau mengemukakan bahwa efektivitas komunikasi 

antara penyidik dengan anak sangat bergantung pada kehadiran 

pendamping, baik dari pihak keluarga maupun pendamping khusus 

seperti psikolog atau pekerja sosial. Tanpa kehadiran mereka, proses 

komunikasi kerap terhambat oleh berbagai faktor yang melekat pada 

kondisi anak, antara lain trauma psikologis, rasa takut terhadap figur 

 
143 Reno Hanggara dkk., “PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYANDANG DISABILITAS 
ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA,” JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran 
Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 4, no. 2 (2024): 129–60, 
https://doi.org/10.59259/jd.v4i2.192. 
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otoritas, serta keterbatasan kognitif dan verbal untuk menceritakan 

peristiwa yang dialami secara runtut..144 

Kurangnya kapasitas APH menjadi penghalang berikutnya. 

Banyak APH tidak memiliki pengetahuan, pelatihan, dan kepekaan 

mengenai ragam disabilitas dan cara berinteraksi yang tepat.145 Laporan 

praktik dari LBH APIK Jakarta menunjukkan bahwa kurangnya 

pemahaman polisi mengenai perbedaan usia mental dan usia biologis 

seringkali berujung pada victim blaming atau penyalahan terhadap 

korban.146 Perilaku anak yang merupakan manifestasi dari disabilitas 

yang dimilikinya seperti kesulitan menjawab, menghindari kontak 

mata, atau memberikan jawaban yang tidak konsisten dan sering 

disalahartikan sebagai sikap tidak kooperatif, berbohong, atau bahkan 

pengakuan bersalah.147 Lebih jauh, terdapat tendensi di kalangan APH 

untuk menolak atau menyederhanakan kasus yang melibatkan 

penyandang disabilitas karena dianggap "rumit" atau 

"merepotkan".148    

 
144 wawancara peneliti dengan Iptu Waluyo Kepala Unit 2 Subdit 2 ditreskrimum polda metro Jaya 
tanggal 16 September 2025. 
145 Tempo.co, “Begini Penanganan Kasus Pidana yang Libatkan Disabilitas Intelektual,” Tempo.co, 
t.t., diakses 23 Agustus 2025, https://www.tempo.co/politik/begini-penanganan-kasus-pidana-
yang-libatkan-disabilitas-intelektual-1633198. 
146 Lembaga Bantuan Hukum APIK, LAPORAN PENELITIAN: SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI 
KELOMPOK RENTAN 2022 (LBH APIK JAKARTA, t.t.), diakses 23 Agustus 2025, 
https://lbhapik.or.id/wp-content/uploads/2023/08/FINAL_Survei-Kebutuhan-Hukum-bagi-
Kelompok-Rentan.pdf. 
147 Lembaga Bantuan Hukum APIK, “tantangan dan praktik baik dalam pendampingan 
tersangka/saksi/korban perempuan dengan disabilitas yang berhadap dengan hukum pidana di 
Indonesia,” t.t. 
148 Dezza Heprili Yani dkk., “Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Nilai Kekuatan Keterangan 
Saksi Korban Anak Penyandang Disabilitas (Studi Pemerkosaan Anak Penyandang Disabilitas di 
Kabupaten Bengkulu Selatan),” 2017, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:127573753. 
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Hambatan komunikasi dalam proses interogasi dapat berakibat 

fatal dikarenakan Anak Penyandang Disabilitas. Penelitian Andrea 

Anastasya Grace dan Feronica menunjukkan bahwa Anak Penyandang 

disabilitas intelektual, memiliki kecenderungan untuk tunduk pada 

figur otoritas (suggestibility) dan memberikan jawaban yang mereka 

anggap akan menyenangkan penyidik.149 Ditambah dengan 

ketidakmampuan mereka untuk memahami hak-hak abstrak seperti hak 

untuk diam, risiko terjadinya pengakuan palsu atau keterangan yang 

tidak akurat menjadi sangat tinggi.150    

Implikasi dari keterangan yang tidak akurat ini berdampak 

langsung pada kelancaran proses hukum. Sebagaimana temuan 

wawancara yang dilakukan peneliti, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

yang didasarkan pada keterangan yang rapuh atau inkonsisten 

seringkali dinilai tidak memenuhi syarat materiil oleh Jaksa Penuntut 

Umum (JPU). Akibatnya, berkas perkara acapkali dikembalikan kepada 

penyidik (P-19) untuk diperbaiki atau dilengkapi. Fenomena peneg ini 

tidak hanya menghambat proses penyidikan, tetapi dalam banyak kasus 

juga menyebabkan kasus gagal dinyatakan lengkap (P-21), sehingga 

kepastian hukum bagi anak menjadi tertunda. 

Kegagalan di level penyidikan berdampak langsung pada akses 

anak terhadap keadilan restoratif, khususnya diversi, yang merupakan 

 
149 Andrea Anastasya Grace dan Feronica, “ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK 
DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL,” Gloria Justitia 4, no. 
1 (2024): 94–118, https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v4i1.5630. 
150 Ibid. 
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amanat utama UU SPPA. Diversi yang betujuan menjauhkan anak dari 

proses peradilan formal, seharusnya menjadi opsi pertama dan utama. 

Namun, dalam praktiknya, anak penyandang disabilitas menghadapi 

hambatan ganda untuk mengaksesnya. Bahkan ketika diversi 

diupayakan, proses musyawarah sering kali dilakukan tanpa 

Pendamping Ahli Komunikasi yang terlatih khusus dalam menangani 

disabilitas intelektual, sehingga anak tidak dapat berpartisipasi penuh 

dan efektif dalam pengambilan keputusan. 

Di sinilah konsep "kerentanan ganda" (double vulnerability) 

menjadi sangat nyata dan bersifat multiplikatif. Kerentanan seorang 

anak terhadap sugesti dan tekanan dari figur otoritas berlipat ganda 

ketika dikombinasikan dengan kerentanan yang melekat pada 

disabilitas tertentu, seperti kecenderungan untuk menyenangkan figur 

otoritas (suggestibility) pada anak dengan disabilitas intelektual. Dalam 

kondisi ini, teknik interogasi standar yang dirancang untuk mencari 

kebenaran justru berubah fungsi menjadi instrumen untuk menciptakan 

narasi berbeda dari maksud anak.151 Risiko terjadinya pengakuan yang 

dipaksakan atau tidak akurat menjadi sangat tinggi. 

b. Tahap Penuntutan 

Berdasarkan temuan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak 

Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman Agung Wijayanto, S.E., S.H., 

 
151 Dian Thenniarti, “Kerentanan Berlapis Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas,” Infopublik, 
t.t., https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/605199/kerentanan-berlapis-
perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas?video=. 
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M.H., tantangan signifikan juga muncul pada tahap penuntutan ketika 

dihadapkan dengan anak penyandang disabilitas intelektual. Kendala 

fundamental pertama adalah terkait pembuktian unsur kesalahan atau 

mens rea. Anak dengan disabilitas intelektual seringkali memiliki 

keterbatasan dalam memahami konsep abstrak seperti norma sosial dan 

hukum. Akibatnya, mereka kesulitan untuk mengerti sifat melawan 

hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kondisi ini secara langsung 

menghambat jaksa dalam membuktikan niat jahat di balik tindakan 

anak, yang merupakan elemen esensial dalam sebagian besar tindak 

pidana. Tanpa pemahaman anak atas perbuatannya, pembuktian 

menjadi sangat kompleks dan berisiko tidak memenuhi standar yang 

disyaratkan dalam hukum acara pidana. 

Selanjutnya, kendala prosedural juga mengemuka secara nyata 

dalam proses pemeriksaan di muka sidang. Hasil wawancara 

mengungkap bahwa persidangan seringkali tidak akomodatif terhadap 

kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas. Metode pemeriksaan 

konvensional, yang menuntut jawaban verbal yang jelas dan konsisten, 

seringkali tidak efektif. Anak mungkin memerlukan pendamping 

tepercaya, waktu respons yang lebih lama, atau metode komunikasi 

alternatif untuk dapat memberikan keterangan. Ketika lingkungan 

persidangan terasa mengintimidasi dan metode pemeriksaan tidak 

disesuaikan, anak cenderung menjadi stres, menarik diri, atau 
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memberikan keterangan yang tidak akurat, yang semuanya merugikan 

proses pencarian kebenaran materiil. 

Kompleksitas pembuktian mens rea dan tantangan prosedural ini 

berdampak langsung pada terhambatnya pelaksanaan diversi di tingkat 

penuntutan. Meskipun SPPA mengamanatkan diversi di setiap tahapan, 

jaksa sebagai penuntut umum sekaligus fasilitator diversi menghadapi 

keraguan yuridis. Studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala 

yang timbul pada pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan, salah 

satunya adalah kurangnya keahlian yang dimiliki jaksa sebagai 

fasilitator dalam penanganan perkara anak yang berkoflik dengan 

hukum.152 

Permasalahan  dari sisi sumber daya manusia di kejaksaan ialah 

temuan wawancara menyoroti bahwa masih terbatasnya jumlah jaksa 

penuntut umum yang memiliki kompetensi atau pernah mengikuti 

pelatihan khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus. 

Kurangnya pemahaman ini dapat berakibat pada kegagalan jaksa untuk 

mengidentifikasi kebutuhan anak, mengajukan permohonan akomodasi 

yang layak kepada hakim, atau menerapkan teknik bertanya yang ramah 

disabilitas. Pada akhirnya, kesenjangan kompetensi ini menjadi 

penghalang utama dalam mewujudkan keadilan bagi anak, 

 
152 Dian Rosita, “UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK 
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” Jurnal Keadilan Hukum 1, no. 2 (2020): 48. 
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menempatkan mereka pada posisi yang sangat rentan dalam sistem 

peradilan pidana. 

c. Tahap Pengadilan 

Hambatan berlanjut hingga ke ruang sidang. Aksesibilitas fisik 

terhadap gedung pengadilan masih menjadi masalah serius, di mana 

banyak gedung bertingkat tidak dilengkapi lift atau jalur landai, 

menjadi penghalang harfiah bagi anak dengan disabilitas fisik.153 

Namun, yang lebih krusial adalah ketiadaan aksesibilitas prosedural. 

Berkas perkara yang tebal dan menggunakan bahasa hukum yang rumit 

tidak disajikan dalam format yang aksesibel (misalnya, easy read atau 

Braille), membuat anak tidak dapat memahami tuduhan yang 

dihadapkan padanya. Hak fundamental anak untuk didengar dan 

berpartisipasi secara efektif dalam persidangannya sendiri, 

sebagaimana dijamin oleh Pasal 12 Konvensi Hak Anak, menjadi 

mustahil untuk diwujudkan tanpa adanya "Akomodasi yang Layak".154 

Ketiadaan juru bahasa isyarat, penggunaan bahasa hukum yang 

kompleks dan abstrak, tempo persidangan yang cepat, serta lingkungan 

ruang sidang yang mengintimidasi secara kolektif meniadakan 

partisipasi yang bermakna.155 Anak penyandang disabilitas seringkali 

menjadi penonton pasif dalam sebuah proses yang akan menentukan 

 
153 Marzuki,Op Cit. 
154 Enggal Aflah Syafiqoti dan Teti Hadiati, “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas 
dalam Pelayanan Hukum,” Manabia: Journal of Constitutional Law 3, no. 02 (2023): 257–68, 
https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1410. 
155 Marzuki, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas. 
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nasib hidupnya, sebuah pelanggaran berat terhadap prinsip peradilan 

yang adil (fair trial).156 

Lebih jauh, dalam menilai pertanggungjawaban pidana, sistem 

peradilan Indonesia menunjukkan ketergantungan yang problematik 

pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini, yang 

mengatur tentang ketidakmampuan bertanggung jawab karena kondisi 

kejiwaan, merupakan peninggalan dari paradigma medis yang 

memandang disabilitas sebagai sebuah defisit atau "cacat". Penggunaan 

pasal ini memaksa hakim ke dalam pilihan biner yang kaku: seorang 

anak dianggap sepenuhnya mampu bertanggung jawab (dan dipidana 

seperti anak lain) atau sepenuhnya tidak mampu bertanggung jawab 

(dan dibebaskan dari pidana, seringkali tanpa solusi rehabilitatif yang 

tepat).157   

Pembaharuan dalam UU No. 1 Tahun 2023, yang memperkenalkan 

pendekatan yang lebih berjenjang dan tidak lagi kaku Secara spesifik 

terdapat dalam Pasal 38 dan 39 yang menjelaskan mengenai pelaku 

tindak pidana yang menyandang disabilitas. Kedua pasal ini terlihat 

progresif karena menawarkan  pengurangan pidana hingga pengenaan 

tindakan. Namun, kedua pasal ini sama seperti Pasal 44 KUHP lama 

karena masih berakar pada model medis, bertentangan dengan 

paradigma CRPD, dan mengabaikan konteks SPPA karena pasal ini 

 
156 Mei Hua Pradita dan Maria Novita Apriyani, “Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang 
Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun),” Jurnal 
Hukum Lex Generalis 5, no. 12 (2025), https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.814. 
157 Hanggara dkk., Op. Cit. 
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berlaku untuk “setiap orang”. Dalam konteks UU SPPA, fokusnya 

seharusnya bukan pada pengurangan pidana atau pengenaan tindakan 

sebagai alternatif pidana, melainkan pada diversi dan keadilan restoratif 

sejak awal. Dengan demikian, baik Pasal 44 KUHP lama maupun Pasal 

38 & 39 KUHP baru, sama-sama belum mengatasi secara obyektif 

masalah yang ada. 

Pendekatan ini secara fundamental bertentangan dengan paradigma 

hak asasi manusia yang diusung CRPD, khususnya Komentar Umum 

No. 1 Pasal 12 mengenai pengakuan yang sama di hadapan hukum. 

CRPD menegaskan bahwa kapasitas hukum (legal capacity) bersifat 

kesamaaan dengan orang lain dalam segala aspek kehidupan dan tidak 

dapat dicabut berdasarkan status disabilitas seseorang.158 Kewajiban 

negara bukanlah untuk menyatakan seseorang tidak cakap hukum dan 

mengambil alih keputusannya (substitute decision-making), melainkan 

untuk menyediakan dukungan yang diperlukan agar orang tersebut 

dapat menjalankan kapasitas hukumnya sendiri (supported decision-

making).159 Dengan terus bergantung pada kerangka Pasal 44 KUHP, 

sistem peradilan Indonesia secara de facto menolak kewajiban 

internasional dan melanggengkan praktik eksklusi yang berbasis pada 

model medis, alih-alih merangkul model pemberdayaan berbasis 

 
158 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH 
DISABILITIES) Pasal 12 ayat 2. 
159 Rahayu Repindowaty, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD),” Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 
(2015). 
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hak.160Proses persidangan yang sangat formalistis, cepat, dan 

didominasi komunikasi verbal menjadi penghalang absolut bagi anak 

dengan hambatan pendengaran, wicara, kognitif, atau pemahaman.161 

Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan adanya 

disparitas dan inkonsistensi yang mengkhawatirkan dalam 

pertimbangan hakim terhadap penyandang disabilitas. 

• Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, hakim 

melepaskan pelaku tindak pidana pencabulan yang memiliki 

disabilitas intelektual ringan dengan dasar Pasal 44 KUHP tentang 

ketidakmampuan bertanggung jawab. Namun, pertimbangan 

hakim mengesampingkan fakta bahwa pelaku masih mampu 

merencanakan perbuatannya dan melakukan tipu muslihat, yang 

seharusnya menunjukkan adanya kapasitas pertanggungjawaban 

parsial.162    

• Penelitian oleh Mappi FHUI menyoroti inkonsistensi hakim dalam 

menggunakan standar usia: apakah usia kalender atau usia mental 

yang seharusnya menjadi pertimbangan utama, terutama dalam 

kasus yang melibatkan korban atau pelaku dengan disabilitas 

intelektual.    

 
160 Hisyam Ikhtiar Mulai, Tinjauan Kebijakan Terkait Orang dengan Disabilitas Psikososial (Lembaga 
Bantuan Hukum Masyarakat, t.t.). 
161 Widijantoro et. al, Op. Cit. 
162 Alifiyani Rokhimawati, “Ketepatan Alasan Pemaaf dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan Anak oleh Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 
16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)” (Universitas Islam Indonesia, 2023). 
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Inkonsistensi ini menunjukkan ketiadaan pedoman yang jelas bagi 

hakim dalam menilai kapasitas pertanggungjawaban pidana dan 

menerapkan hukum materiil pada kasus-kasus yang melibatkan anak 

penyandang disabilitas. 

d. Tahap Pasca Putusan (Pembinaan) 

Jika seorang anak penyandang disabilitas akhirnya dijatuhi pidana, 

mereka akan menghadapi tantangan berat di tahap pembinaan. UU 

SPPA mengamanatkan keberadaan institusi khusus seperti Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak 

Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial (LPKS). Namun, laporan menunjukkan bahwa jumlah institusi 

ini masih sangat minim dan belum merata di seluruh Indonesia, 

sehingga banyak anak, termasuk yang memiliki disabilitas, terpaksa 

ditempatkan di rutan atau lapas dewasa yang tidak ramah anak, apalagi 

ramah disabilitas.163 Di dalam LPKA sekalipun, kondisi seringkali tidak 

mendukung. Anak penyandang disabilitas menghadapi risiko tinggi 

mengalami perundungan, kekerasan, dan pengabaian, serta tidak 

menerima program rehabilitasi dan pembinaan yang sesuai dengan 

kebutuhan spesifik fisik, mental, maupun intelektual mereka.164    

 
163 Willdhan Anggoro Putro dkk., Pelayanan Narapidana dan Tahanan Berkebutuhan Khusus 
Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk, 4, no. 6 (2022), 
https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8620. 
164 Dhini Annissa Silalahi dan Mitro Subroto, PERLAKUKAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA 
DISABILITAS UPAYA MEMENUHI KESEJAHTERAAN KELOMPOK RENTAN DI LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN, 8, no. 2 (2022), https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.59535. 
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Secara keseluruhan, rangkaian hambatan sistemik ini menciptakan 

sebuah kondisi di mana proses peradilan itu sendiri berfungsi 

sebagai instrumen penghukuman sekunder (secondary punishment).165 

Jauh sebelum putusan akhir dijatuhkan, anak penyandang disabilitas 

telah dihukum oleh sistem. Proses interogasi yang tidak dapat 

dipahami, prosedur hukum yang mengintimidasi, dan lingkungan 

peradilan yang tidak aksesibel telah menimbulkan trauma psikologis, 

kebingungan, dan pelanggaran hak-hak dasar yang dampaknya setara 

dengan hukuman itu sendiri.166 Sistem yang seharusnya menjadi sarana 

untuk mencari kebenaran materiil dan memberikan keadilan justru 

menjadi sumber penderitaan dan ketidakadilan baru.167 Ini menegaskan 

bahwa reformasi tidak dapat hanya berfokus pada putusan akhir, tetapi 

harus menyentuh seluruh alur proses peradilan agar menjadi lebih 

manusiawi dan adaptif.  

e. Kegagalan Diversi dan Keadilan Restoratif 

Diversi, yang diposisikan sebagai jantung dari UU SPPA dan 

manifestasi dari keadilan restoratif, secara ironis menjadi mekanisme 

yang paling tidak fungsional ketika dihadapkan pada anak penyandang 

disabilitas sebagai pelaku. Kegagalan ini bukan bersifat insidental, 

 
165 Lutfah Rahayu, “Punishment for Perpetrators with Special Needs (Disability) in the Current 
Criminal Process,” Criminal Law, Rechtsidee 12, no. 2 (2024), 
https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1030. 
166 Supriyanta Supriyanta, “Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan 
Pidana,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 7, no. 3 (2023): 2777, 
https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5091. 
167 Lutfah Rahayu, Op. CIt. 
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melainkan struktural, yang secara efektif menutup pintu utama bagi 

anak penyandang disabilitas untuk keluar dari jalur peradilan formal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisno Raharjo dan Laras Astuti 

memberikan bukti empiris yang kuat mengenai hal ini. Melalui 

penelusuran putusan-putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta, mereka menyimpulkan bahwa konsep diversi 

terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak 

pidana belum dapat dilaksanakan. Tidak ditemukan satu pun kasus 

spesifik di mana diversi berhasil diterapkan pada kelompok ini. Temuan 

ini mengindikasikan adanya penyumbatan sistemik yang parah.168 

Perspektif ini menggarisbawahi urgensi diversi sebagai jalur 

utama, karena pada hakikatnya, anak dalam posisi ini berada dalam 

situasi kerentanan ganda. Menurut Komisioner Nasional Disabilitas, 

Jonna Aman Damanik, anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah 

korban dari kerentanannya sendiri, sehingga yang diharapkan dari 

sistem peradilan adalah rehabilitasi, bukan hukuman 

(punishment).169 Kegagalan mekanisme diversi mendorong anak 

penyandang disabilitas ke dalam sistem yang seharusnya mereka 

hindari. 

Penyebab kelumpuhan mekanisme diversi ini bersifat 

multifaktorial. Pertama, proses diversi secara inheren dirancang 

 
168 Raharjo dan Astuti,Op. Cit.  
169 Wawancara dengan Jonna Aman Damanik sebagai Komisioner Nasional Disabilitas Indonesia 
pada tanggal 15 September 2025. 
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dengan asumsi bahwa para pihak memiliki kapasitas komunikasi verbal 

yang setara untuk melakukan musyawarah dan mencapai 

kesepakatan.170 Asumsi ini runtuh ketika salah satu pihak adalah anak 

yang memiliki hambatan komunikasi, kognitif, atau pemahaman.171    

Kedua, APH sebagai fasilitator seringkali tidak memiliki 

pemahaman yang memadai mengenai prinsip keadilan restoratif yang 

adaptif, yang menuntut fleksibilitas dan modifikasi proses.172    

Ketiga, tidak ada protokol, prosedur, atau alat bantu yang 

dimodifikasi secara khusus untuk memfasilitasi partisipasi anak 

penyandang disabilitas dalam proses diversi, seperti penggunaan alat 

bantu visual atau pendampingan ahli komunikasi.173 Dampak dari 

kegagalan diversi ini sangat serius ini menjadi siginifikan ketika upaya 

diversi di tingkat kepolisian dan kejaksaan gagal, kasus secara otomatis 

dilimpahkan ke jalur peradilan formal yang bersifat punitif.174 Hal ini 

menciptakan sebuah jalur cepat menuju pemenjaraan (fast track to 

 
170 Eva Dwi Dayati, “Tinjauan Normatif terhadap Syarat Persetujuan para Pihak dalam Proses Diversi 
pada Sistem Peradilan Pidana Anak,” Soedirman Law Review 7, no. 2 (2025): 115–33, 
https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16115. 
171 Ibid. 
172 Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta dkk., “Tinjauan Hukum Dan Perlindungan Korban Terhadap 
Pertangung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas,” Jurnal Pendidikan 
Indonesia 6, no. 5 (2025): 2551–59, https://doi.org/10.59141/japendi.v6i5.8000. 
173 Tannaya Dewi Rachmatika dan Ta Arie Mangesti, “PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL YANG 
DIALAMI OLEH ANAK PENYANDANG DISABILITAS GANDA RUNGU WICARA,” Conference on 
Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) 6, no. 1 (2023): 397, 
https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5286. 
174 Nashriana Nashriana dkk., “Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion 
Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement,” Sriwijaya Law Review, 31 Juli 2023, 
318–34, https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2427.pp318-334. 



 

87 
 

incarceration) bagi anak penyandang disabilitas.175 Mereka secara 

sistematis dikecualikan dari mekanisme perlindungan utama yang 

ditawarkan oleh UU SPPA. Akibatnya, mereka menghadapi risiko 

penahanan dan pemenjaraan yang jauh lebih tinggi, bukan karena 

tingkat kejahatan mereka lebih berat, melainkan murni karena 

ketidakmampuan sistem untuk menangani mereka secara restoratif.176 

Dengan demikian UU SPPA yang dimaksudkan untuk menjadi 

progresif namun kebalikannya justru menghasilkan dampak yang lebih 

buruk bagi kelompok paling rentan yang seharusnya dilindunginya. 

Mereka tidak dapat mengakses maksud dari undang-undang tersebut, 

sehingga menjadikan reformasi mekanisme diversi sebagai prioritas 

utama yang mendesak. 

Tabel 3.1 Hambatan Akses Keadilan bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam 

Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

Tahap Sistem 

Peradilan 

Pidana 

Hak Fundamental 

yang Terancam 

Kekosongan 

Normatif 

Hambatan dalam 

Praktik 

Penyelidikan 

& Penyidikan 

Hak untuk tidak 

menyalahkan diri 

sendiri; Hak atas 

UU SPPA tidak 

mewajibkan 

skrining & 

APH tidak terlatih 

mengidentifikasi 

disabilitas; 

 
175 David B. Wilson dkk., “PROTOCOL: Police Initiated Diversion for Youth to Prevent Future 
Delinquent Behavior: A Systematic Review Protocol,” Campbell Systematic Reviews 14, no. 1 
(2018): 1–22, https://doi.org/10.1002/CL2.208. 
176 Ririn Nurfaathirany Heri, “Diversion Toward Juvenile Crime In South Sulawesi,” Yuridika 37, no. 
1 (2022): 193–210, https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.29149. 
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perlakuan 

manusiawi;  

Hak atas bantuan 

hukum; 

Kepentingan 

Terbaik Anak 

asesmen 

disabilitas; 

Ketiadaan 

standar interogasi 

yang akomodatif; 

Prosedur bantuan 

hukum tidak 

proaktif. 

Risiko tinggi 

pengakuan dan 

pembuktian lemah  

akibat kerentanan 

ganda; 

Kesulitan mengakses 

pendamping hukum 

sejak awal. 

Penuntutan  

Hak untuk keadilan 

di depan 

pengadilan 

tidak adanya 

regulasi dalam 

pemeriksaan 

yang tepat 

kepada pelaku 

penyandang 

disabilitas  

menyebabkan jaksa 

kesulitan untuk 

mencari mens rea 

dari pelaku 

Diversi Hak atas keadilan 

restoratif; 

Hak untuk didengar 

& berpartisipasi; 

Prinsip non-

diskriminasi. 

UU SPPA tidak 

mengatur 

mekanisme 

diversi yang 

adaptif; Kriteria 

diversi (misal: 

penyesalan) 

Diversi menjadi tidak 

fungsional dan sulit 

diakses; Anak tidak 

dapat berpartisipasi 

secara bermakna 

dalam musyawarah; 

Tingginya angka 

kegagalan diversi, 
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bersifat bias dan 

subjektif; 

PP 39/2020 tidak 

terintegrasi 

dalam prosedur 

SPPA. 

kasus dilimpahkan ke 

pengadilan. 

Pemeriksaan 

di Pengadilan 

Hak atas peradilan 

yang adil  (fair 

trial); Hak atas 

pengakuan yang 

sama di hadapan 

hukum (Kapasitas 

Hukum); Hak 

untuk memberikan 

keterangan. 

Hukum acara 

tidak fleksibel; 

Ketergantungan 

pada Pasal 44 

KUHP model 

medis yang 

bertentangan 

dengan CRPD 

yang 

menggunakan 

model hak; 

Standar 

pembuktian tidak 

akomodatif. 

Ketiadaan akomodasi 

yang layak 

(penerjemah, 

pendamping ahli); 

Hakim kesulitan 

menilai mens rea; 

Anak menjadi 

partisipan pasif; 

Penolakan terhadap 

kapasitas hukum 

anak. 

Pelaksanaan 

Putusan & 

Pembinaan 

Hak atas 

rehabilitasi & 

reintegrasi sosial; 

Ketiadaan 

standar LPKA 

yang inklusif dan 

LPKA tidak aksesibel 

secara fisik & 

sistematis; Petugas 
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Hak untuk bebas 

dari penyiksaan & 

perlakuan tidak 

manusiawi; Hak 

atas pendidikan. 

aksesibel; 

Program 

pembinaan tidak 

dirancang untuk 

kebutuhan 

khusus anak 

penyandang 

disabilitas. 

belum terlatih 

menangani anak 

Penyandang 

Disabilitas; Risiko 

tinggi perundungan 

terhadap sesama, 

isolasi, dan 

pengabaian; Tujuan 

pembinaan gagal 

tercapai. 

 

B. Fondasi Baru: Pembaharuan konsep sistem peradilan pidana anak 

terhadap pelaku Anak Penyandang Disabilitas yang memenuhi asas 

perlindungan hukum  dan non diskriminasi 

Langkah pertama dan paling fundamental dalam merekonstruksi sistem 

adalah melakukan pergeseran paradigma secara total. Model yang diusulkan harus 

secara tegas menolak paradigma belas kasihan (charity model) dan paradigma 

medis (medical model) yang masih melekat dalam praktik hukum saat ini, di mana 

anak penyandang disabilitas dipandang sebagai objek yang patut dikasihani, pasif, 

atau sebagai individu yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, fondasi baru ini harus 

dibangun di atas dua pilar utama.    

Pertama, adopsi penuh paradigma hak asasi manusia. Ini berarti sistem tidak 

lagi melihat anak penyandang disabilitas sebagai masalah yang harus dikelola, 
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melainkan sebagai subjek hukum penuh yang memiliki hak-hak yang melekat. 

Fondasi ini menuntut integrasi yang koheren antara dua kerangka kerja hak asasi 

manusia internasional yang paling relevan: Convention on the Rights of the 

Child (CRC) dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). 

Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dari CRC harus selalu ditafsirkan melalui 

lensa hak-hak dan kebutuhan spesifik yang dijamin dalam CRPD. Dengan 

demikian, setiap keputusan dalam sistem peradilan harus menjawab pertanyaan: 

"Apa yang terbaik bagi anak ini, dengan mempertimbangkan kondisi disabilitasnya 

dan haknya untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif?".177    

Kedua, dan ini merupakan pilar sentral dari rekonstruksi, 

adalah penggantian konsep kapasitas hukum yang absolut dengan pendekatan 

"Pengambilan Keputusan yang Didukung" (Supported Decision-Making). 

Sebagaimana diartikulasikan secara kuat dalam Komentar Umum No. 1 tentang 

Pasal 12 CRPD, kapasitas hukum yaitu hak untuk memegang hak dan kewajiban 

serta untuk bertindak di bawah hukum, tidak dapat dikurangi atau dihilangkan 

berdasarkan status disabilitas seseorang.178 Salah satu mandat paling revolusioner 

dari CRPD, yang secara langsung menantang fondasi hukum pidana tradisional, 

adalah dekonstruksi konsep kapasitas.179 dari Komentar Umum Nomor 1 tahun 

2014  oleh Komite CRPD, memberikan interpretasi otoritatif terhadap Pasal 12, 

 
177 Agnes Lux, “Do My Complaints Matter? Child Participation and Child- Friendliness of Complaint 
Mechanisms in European Independent Children’s Rights Institutions,” SSRN Electronic Journal, 
advance online publication, 2024, https://doi.org/10.2139/ssrn.4961236. 
178 Komentar Umum Nomor 1 tahun 2014 Persatuan Bangsa-Bangsa. 
179 Ibid 
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secara tegas membedakan antara dua konsep yang selama ini sering kali disamakan 

oleh sistem hukum di seluruh dunia, termasuk Indonesia: 

• Kapasitas Hukum (Legal Capacity): Ini adalah hak universal dan 

melekat pada setiap manusia untuk memiliki hak dan kewajiban serta 

diakui sebagai seorang aktor di hadapan hukum.180 Kapasitas ini 

mencakup hak untuk membuat kontrak, memberikan persetujuan, dan 

berpartisipasi dalam proses peradilan. Sebagai sebuah hak asasi, 

kapasitas hukum tidak dapat dikurangi atau dicabut berdasarkan kondisi 

disabilitas seseorang.181 

• Kapasitas Mental (Mental Capacity): Ini merujuk pada kemampuan 

fungsional seseorang dalam membuat keputusan, yang secara alamiah 

bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya dan dapat 

berubah-ubah tergantung pada berbagai faktor. Kapasitas mental adalah 

sebuah fakta, bukan sebuah hak.182 

 Pendekatan ini secara langsung menantang praktik-praktik seperti 

pengampuan  atau penggunaan Pasal 44 KUHP yang bersifat substitutif, di mana 

negara atau pihak ketiga mengambil alih proses pengambilan keputusan. 

Dalam model yang direkonstruksi, kewajiban negara bergeser dari 

memutuskan untuk anak, menjadi menyediakan semua dukungan dan akomodasi 

yang diperlukan agar anak tersebut dapat mengekspresikan kehendak dan 

 
180 Komentar Umum Pasal 12 Paragraf 2 nomor 12 Nomor 1 tahun 2014 Oleh Persatuan Bangsa-
Bangsa 
181 Komentar Umum Pasal 12 Paragraf 2 nomor 13 Nomor 1 tahun 2014 Oleh Persatuan Bangsa-
Bangsa 
182 Komentar Umum Pasal 12 Paragraf 2 nomor 14 Nomor 1 tahun 2014 Oleh Persatuan Bangsa-
Bangsa 



 

93 
 

preferensinya sendiri, serta menjalankan kapasitas hukumnya semaksimal 

mungkin.183 Dukungan ini bisa bervariasi, mulai dari penyediaan informasi dalam 

format yang mudah diakses, pendampingan oleh orang yang dipercaya, hingga 

penggunaan metode komunikasi alternatif. Pergeseran ini adalah inti dari 

pemberdayaan, ia mengakui otonomi dan martabat anak serta mengubah dinamika 

kekuasaan dari yang bersifat paternalis menjadi kolaborasi.184 

Di atas fondasi filosofis yang baru, dibangunlah sebuah model prosedural 

yang terpadu, adaptif, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Alur kerja ini 

dirancang untuk secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan, menyediakan 

dukungan sejak dini, dan memprioritaskan penyelesaian di luar jalur punitif. 

a) Skrining dan Asesmen Wajib Dari Berbagai Multidisipliner 

Titik awal dari setiap interaksi dengan sistem hukum harus diubah 

secara fundamental. Pada saat pertama kali seorang anak berhadapan dengan 

hukum, khususnya di tingkat kepolisian, harus diberlakukan mekanisme 

skrining disabilitas yang bersifat wajib dan terstandarisasi.185 Skrining awal ini 

dirancang untuk menjadi alat yang sederhana dan cepat guna mengidentifikasi 

adanya potensi kebutuhan khusus.186 

 
183 Jill Stavert, “Supported Decision-Making and Paradigm Shifts: Word Play or Real Change?,” 
Frontiers in Psychiatry 11 (Januari 2021): 571005, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.571005. 
184 Rosie Harding dan Ezgi Taşcıoğlu, “Supported Decision-Making from Theory to Practice: 
Implementing the Right to Enjoy Legal Capacity,” Societies 8, no. 2 (2018): 25, 
https://doi.org/10.3390/soc8020025. 
185 Julinda Beqiraj dkk., “Access to justice for persons with disabilities: From international principles 
to practice,” Bingham Centre for the Rule of Law, t.t., diakses 24 Agustus 2025, 
https://www.biicl.org/documents/1771_access_to_justice_persons_with_disabilities_report_oct
ober_2017.pdf. 
186 Ibid. 
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Jika hasil skrining menunjukkan adanya indikasi disabilitas, maka 

proses harus beralih ke tahap kedua: asesmen komprehensif oleh tim 

multidisiplin. Penting untuk digarisbawahi, asesmen ini harus 

dilakukan sebelum adanya pemeriksaan substantif atau interogasi mengenai 

pokok perkara.187 Tim asesmen ini idealnya terdiri dari psikolog, pekerja 

sosial, terapis (wicara atau okupasi, sesuai kebutuhan), dan spesialis 

pendidikan.188 Menurut Tyas Fidelia dari Kemen PPPA, pendampingan dari 

ahli terhadap anak penyandang disabilitas sangat berpengaruh terhadap 

jalannya sebuah proses hukum. Pendampingan ahli tidak hanya berfungsi 

untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi anak, 

tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak 

menimbulkan dampak psikologis maupun dampak lainnya yang dapat 

merugikan anak.189 

Tujuan utama dari asesmen ini bukanlah untuk menentukan 

kemampuan bertanggung jawab secara pidana, melainkan untuk 

mengidentifikasi secara detail: (1) sifat dan dampak dari disabilitas anak; (2) 

hambatan spesifik yang dihadapinya dalam berkomunikasi dan memahami 

proses hukum; dan (3) jenis dukungan serta akomodasi yang ia perlukan untuk 

dapat berpartisipasi secara efektif. Hasil dari asesmen ini akan menjadi 

dokumen dasar yang mengikuti anak di seluruh tahapan proses peradilan.190    

 
187 Caitlin Gormley dan Nick Watson, “Inaccessible Justice: Exploring the Barriers to Justice and 
Fairness for Disabled People Accused of a Crime,” The Howard Journal of Crime and Justice 60, no. 
4 (2021): 493–510, https://doi.org/10.1111/hojo.12433. 
188 Ibid. 
189 Wawancara dengan Tyas Fidelia, Kemen PPPA. Melalui Zoom, 26 September 2025. 
190 Gormley dan Watson, “Inaccessible Justice.” 
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Pembaharuan UU SPPA menjadi penting untuk menambahkan ini pada 

tingkat penyidikan dan penuntutan agar mengurangi pengembalian berkas oleh 

jaksa penuntut umum dan agar efisiensi dari pelaksaan peradilan pidana anak 

dapat dijalankan dengan baik. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai bentuk 

perlindungan hukum yang konkret terhadap hak-hak anak penyandang 

disabilitas. Dengan adanya skrining dan asesmen komprehensif sejak tahap 

awal, maka potensi terjadinya salah tafsir atau salah prosedur dapat dihindari. 

b) Pembaharuan Diversi 

Dengan hasil asesmen di tangan, mekanisme diversi dapat direvitalisasi 

agar benar-benar restoratif. Model yang diusulkan mencakup tiga perubahan 

kunci: 

1. Pelaksana Diversi yang Berbasis Komunitas: Untuk 

mengurangi konflik peran dan bias yang melekat pada APH,191 

pelaksanaan diversi sebaiknya digeser dari yang dipimpin oleh 

jaksa atau polisi (prosecutor-led) menjadi dipimpin oleh fasilitator 

keadilan restoratif yang terlatih dan berbasis komunitas 

(community-led). Fasilitator ini bisa berasal dari organisasi 

masyarakat sipil atau lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki 

keahlian dalam mediasi dan bekerja dengan anak-anak serta 

penyandang disabilitas.    

 
191 Widodo -, “Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : 
Urgensi dan Implikasinya,” Rechtidee 10, no. 2 (2016), https://doi.org/10.21107/ri.v10i2.1235. 
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2. Proses yang Diadaptasi Secara Individual: Proses diversi itu 

sendiri, baik dalam bentuk mediasi, konferensi kelompok keluarga 

(family group conferencing), maupun lingkaran perdamaian 

(peacemaking circles), harus dimodifikasi sesuai dengan 

kebutuhan anak yang teridentifikasi dalam asesmen.192 Ini bisa 

berarti penggunaan bahasa yang disederhanakan, alat bantu visual, 

penerjemah, atau memberikan waktu yang lebih lama bagi anak 

untuk memproses informasi dan merespons.193    

3. Penghapusan Kriteria yang Bias: Pedoman diversi harus secara 

eksplisit melarang penggunaan kriteria yang subjektif dan 

berpotensi diskriminatif, seperti tuntutan untuk menunjukkan 

penyesalan terhadap pelaku dengan cara tertentu.194 Selain itu, 

perlu ada pengawasan untuk mencegah praktik "perluasan jaring" 

(net-widening), di mana diversi justru diterapkan pada anak-anak 

dengan pelanggaran ringan yang seharusnya bisa diselesaikan 

dengan peringatan tanpa harus masuk ke dalam sistem sama 

sekali.195    

Perbaikan regulasi dari diversi menjadi penting dalam tiap-tiap instansi 

peradilan pidana anak agar menghindari anak dari incarceration. 

 
192 Kiki Mahendra Febriansari dan Irma Cahyaningtyas, “Ide Family Group Conference Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 3 (2021): 370–
83, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.370-383. 
193 Ibid. 
194 Muliani S dkk., “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 
Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 2 (2023): 358–73, 
https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373. 
195 Ibid. 
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c) Proses Peradilan Formal yang Akomodatif dan Partisipatif 

Jika upaya diversi tidak berhasil dan kasus harus berlanjut ke 

pengadilan, maka proses peradilan formal harus dirancang ulang agar 

sepenuhnya akomodatif dan partisipatif. Berdasarkan hasil asesmen 

multidisiplin, harus disusun sebuah "Rencana Akomodasi Individual" yang 

bersifat mengikat bagi pengadilan. Rencana ini akan merinci semua 

penyesuaian yang diperlukan, yang dapat mencakup :    

• Akomodasi Fisik: Memastikan aksesibilitas penuh ke ruang 

sidang, ruang tunggu, dan fasilitas lainnya.196 

• Akomodasi Prosedural: Penyesuaian terhadap jalannya 

persidangan, seperti memperlambat tempo, memberikan jeda lebih 

sering, dan tidak mengintimidasi anak.197 

• Akomodasi Komunikasi: Penyediaan wajib juru bahasa isyarat, 

penerjemah, pendamping ahli, atau perantara yang terlatih untuk 

memfasilitasi komunikasi antara anak dan pengadilan.198 

Dalam model ini, peran hakim bergeser dari sekadar menjadi wasit yang 

pasif menjadi fasilitator keadilan yang aktif. Hakim memiliki tanggung jawab 

untuk memastikan bahwa rencana akomodasi dilaksanakan dan anak dapat 

memahami serta berpartisipasi dalam proses persidangan. Pendekatan ini 

merupakan perwujudan dari semangat hukum progresif, di mana hukum tidak 

 
196 Devi dan Prasetio, Op. Cit 
197 Widijantoro dkk., Op. Cit. 
198 Ibid. 
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lagi menjadi teks yang kaku, melainkan menjadi alat untuk mencapai keadilan 

substantif bagi manusia.199    

d) Putusan dan Pembinaan yang Inklusif 

Pada tahap penjatuhan putusan, pidana perampasan kemerdekaan harus 

menjadi pilihan terakhir.200 Berdasarkan Peraturan Beijing (The Beijing Rules), 

Prioritas harus diberikan pada sanksi yang bersifat edukatif, yang dirancang 

sesuai dengan kebutuhan individual anak.201 Jika penempatan di LPKA tidak 

dapat dihindari, maka lembaga tersebut harus memenuhi standar inklusivitas 

yang ketat. Ini sejalan dengan pendekatan "jalur ganda" (twin-track approach) 

yang direkomendasikan UNICEF, di mana layanan umum (seperti pendidikan 

dan kesehatan di LPKA) dibuat inklusif, dan pada saat yang sama, dukungan 

spesifik terkait disabilitas (seperti terapi atau alat bantu) juga tersedia.202   

e) Penguatan Kapasitas dan Sinergi Antar Lembaga 

Model prosedural yang ideal di atas tidak akan dapat berjalan tanpa 

adanya reformasi kelembagaan yang fundamental sebagai prasyaratnya. Tiga 

pilar utama penguatan kelembagaan adalah: 

1. Pelatihan Wajib dan Komprehensif: Harus dikembangkan 

sebuah kurikulum pelatihan yang terstandarisasi, komprehensif, 

dan bersifat wajib bagi seluruh APH (Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas 

 
199 Sunnah dan Widyaningrum,Op. Cit. 
200 Komentar Umum Nomor 24 Tahun 2019 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa 
201 Pasal 17.1 Standar minimum tentang peradilan anak oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (The Beijing 
Rules) 
202 UNICEF UNICEF, “Disability-inclusive services Addressing stigma and discrimination toward 
children and youth with disabilities through social and behaviour change (SBC).,” UNICEF, 2024, 
https://www.sbcguidance.org/sites/default/files/2024-03/module%204%20-
%20FINAL%2014%20MARCH.pdf. 
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Pemasyarakatan) serta penyedia bantuan hukum. Materi pelatihan 

harus mencakup pemahaman mendalam tentang CRPD, CRC, 

ragam disabilitas, teknik interaksi yang tepat, serta implementasi 

akomodasi yang layak dan supported decision-making.203    

2. Alokasi Anggaran Khusus: Implementasi hak membutuhkan 

sumber daya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dan Daerah (APBD) harus secara eksplisit mengalokasikan dana 

untuk pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dalam 

sistem peradilan. Anggaran ini mencakup biaya untuk asesmen 

oleh tim ahli, honorarium bagi juru bahasa dan pendamping, 

penyediaan teknologi asistif, serta modifikasi infrastruktur fisik 

lembaga penegak hukum agar aksesibel.204    

3. Sinergi Multi Pihak yang Terformalisasi: Diperlukan sebuah 

protokol kerja sama atau Peraturan Bersama yang mengikat antara 

lembaga-lembaga kunci. Ini melibatkan sinergi antara Kepolisian, 

Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan 

HAM, dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga negara 

independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

dan Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan juga melibatkan 

partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan 

 
203 Pasal 10 International Principles and Guidlines on Access to Justice for Persons with Disabilities 
(OHCHR) 
204 International Principles and Guidlines on Access to Justice for Persons with Disabilities (OHCHR) 
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hukum. Protokol ini harus mengatur alur rujukan, pembagian 

tanggung jawab, dan mekanisme berbagi informasi yang jelas.205 

f) Identifikasi dan Asesmen Terstruktur (Adaptasi dari Disability 

Justice Service, Australia) 

Masalah utama di Indonesia adalah proses identifikasi dan asesmen 

yang bersifat ad-hoc, tidak terstruktur, dan sangat bergantung pada inisiatif 

serta tingkat pemahaman APH yang bervariasi.206 Sebagai solusi, model 

layanan terpadu seperti Disability Justice Service (DJS) di Australia Barat 

menawarkan sebuah kerangka kerja yang sistematis.207 Berdasarkan model ini, 

diusulkan pembentukan "Unit Layanan Disabilitas dan Peradilan Anak" di 

Indonesia yang berfungsi sebagai pusat rujukan. Unit ini akan bertanggung 

jawab untuk melakukan skrining dan asesmen awal yang standar bagi setiap 

anak yang masuk ke dalam SPPA, memastikan tidak ada anak yang 

kebutuhannya terlewatkan. 

Disability Justice Service Australia merupakan layanan berbasis negara 

bagian yang menyediakan dukungan bagi individu dengan diagnosis utama 

disabilitas intelektual, disabilitas kognitif, dan/atau autisme yang berinteraksi 

dengan sistem peradilan.208 Model DJS beroperasi melalui pendekatan 

 
205 Tanti Dian Ruhama, “Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027,” 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), t.t. 
206 Leo Wisnu Susapto, “Ombudsman: Polri Minim Pelayanan Bagi Disabilitas,” ValidNews (Jakarta), 
2021, https://validnews.id/nasional/ombudsman-polri-minim-pelayanan-bagi-disabilitas. 
207 Disability Justice Service West Australia, " Fact sheet for eligible people with intellectual 

disability, cognitive impairment or autism who are involved with the criminal justice system." 
diakses 25 Agustus 2025, https://www.wa.gov.au/government/publications/disability-justice-
service-information 
 
208 Ibid 
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multidisiplin yang mencakup tim klinis, koordinator keadilan, dan spesialis 

yang terlatih untuk memberikan dukungan mulai dari tahap pra-peradilan 

hingga pasca-peradilan.209 Keunggulan utama model ini terletak pada sistem 

skrining terstruktur yang menggunakan alat tervalidasi seperti Hayes Ability 

Screening Index (HASI) dan Screening Tool for Intelligence and Learning 

Disabilities (SCIL).210 

Penelitian menunjukkan bahwa alat skrining seperti SCIL dapat 

berhasil diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika 

petugas penjara menentukan cara mereka sendiri dalam mengintegrasikan alat 

tersebut ke dalam praktik kerja mereka.211 Hal ini mengindikasikan bahwa 

keberhasilan implementasi bergantung tidak hanya pada validitas alat, tetapi 

juga pada adaptabilitas sistem dan pelatihan yang memadai bagi para 

pelaksana. Model DJS juga menekankan pentingnya koordinasi multi-lembaga 

yang formal. Layanan ini tidak hanya berfokus pada identifikasi dan asesmen, 

tetapi juga pada penyediaan dukungan berkelanjutan melalui kolaborasi 

dengan berbagai pihak termasuk keluarga, organisasi sektor disabilitas, 

profesional hukum, dan lembaga pemerintah.212 Pendekatan holistik ini 

 
209 Children's Court Of Western Australia, "Disability Justice Service", diakses 25 Agustus 2025, 
https://www.childrenscourt.wa.gov.au/D/disability_justice_service.aspx?uid=4-5798-0-5285 
210 Keith McVilly dkk., “Identifying and Responding to Young People with Cognitive Disability and 
Neurodiversity in Australian and Aotearoa New Zealand Youth Justice Systems,” Psychiatry, 
Psychology and Law 30, no. 6 (2023): 789–811, https://doi.org/10.1080/13218719.2022.2124548. 
211 Ibid. 
212 Western Australia Act Government, " Disability Justice Strategy:Second Action Plan (2024-
2028)" diakses 25 Agustus 2025, 
https://www.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/2560268/Disability-Justice-Strategy-
Second-Action-Plan.pdf 
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memungkinkan terciptanya rencana intervensi yang komprehensif dan 

disesuaikan dengan kebutuhan individual. 

Tabel 3.2: Perbandingan Prosedur Asesmen Kebutuhan Anak dalam SPPA: 

Praktik di Indonesia vs. Model Disability Justice Service Australia 

NO Tahapan Proses 

Praktik Saat Ini di 

Indonesia 

Model Disability 

Justice 

Service Australia 

1 Kontak Awal 

dengan Sistem 

Hukum 

Bergantung pada inisiatif 

individual APH; tidak ada 

protokol wajib untuk 

mengidentifikasi anak 

dengan kebutuhan khusus 

Protokol wajib untuk 

skrining awal setiap 

individu yang 

bersentuhan dengan 

sistem peradilan 

2 

Identifikasi dan 

Skrining 

Disabilitas 

Tidak ada alat skrining 

standar; identifikasi 

bersifat ad-hoc dan 

bergantung pada kejelian 

APH yang bervariasi 

Menggunakan alat 

skrining tervalidasi 

seperti HASI (Hayes 

Ability Screening 

Index) atau SCIL 

(Screening Tool for 

Intelligence and 

Learning 

Disabilities) 
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3 

Asesmen 

Komprehensif 

Asesmen jarang dilakukan 

atau terbatas pada 

pemeriksaan psikiatri 

sederhana tanpa melibatkan 

tim multidisiplin 

Asesmen 

komprehensif oleh 

tim multidisiplin 

(psikolog, pekerja 

sosial, terapis) untuk 

menentukan 

kebutuhan spesifik 

4 

Koordinasi 

Multi-Lembaga 

Koordinasi antar lembaga 

lemah; tidak ada mekanisme 

formal untuk berbagi 

informasi dan perencanaan 

bersama 

Sistem koordinasi 

formal antar lembaga 

dengan protokol 

berbagi informasi 

dan perencanaan 

bersama yang 

terintegrasi 

5 

Penyediaan 

Dukungan 

Selama Proses 

Hukum 

Akomodasi yang layak 

jarang disediakan; anak 

sering mengalami hambatan 

komunikasi dan prosedural 

tanpa dukungan 

Penyediaan 

akomodasi yang 

layak secara 

sistematis: 

pendamping ahli, alat 

bantu komunikasi, 

modifikasi prosedur 
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6 

Perencanaan 

Rehabilitasi dan 

Reintegrasi 

Tidak ada perencanaan 

sistematis untuk rehabilitasi 

dan reintegrasi; fokus pada 

aspek punitif daripada 

restoratif 

Perencanaan 

individual yang 

terstruktur untuk 

rehabilitasi dan 

reintegrasi dengan 

melibatkan layanan 

komunitas 

7 

Evaluasi dan 

Monitoring 

Tidak ada sistem monitoring 

atau evaluasi terhadap 

efektivitas penanganan anak 

penyandang disabilitas 

Sistem monitoring 

berkelanjutan dengan 

evaluasi outcome dan 

penyesuaian 

intervensi 

berdasarkan 

kebutuhan individu 

8 

Asesmen 

Komprehensif 

Asesmen jarang dilakukan 

atau terbatas pada 

pemeriksaan psikiatri 

sederhana tanpa melibatkan 

tim multidisiplin 

Asesmen 

komprehensif oleh 

tim multidisiplin 

(psikolog, pekerja 

sosial, terapis) untuk 

menentukan 

kebutuhan spesifik 
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g) Fasilitasi Komunikasi Efektif (Adaptasi dari Registered Intermediary 

Scheme, Inggris) 

Hambatan komunikasi adalah akar dari banyak ketidakadilan, mulai 

dari pengakuan palsu hingga kegagalan partisipasi.213 Peran pendamping yang 

ada saat ini di Indonesia seringkali tidak terdefinisi dengan jelas, tidak 

memiliki keahlian khusus, dan aksesnya kerap ditolak oleh APH. Model 

Registered Intermediary (RI) di Inggris menawarkan solusi yang sangat 

relevan. RI adalah spesialis komunikasi yang netral dan bertugas untuk 

menjembatani kesenjangan komunikasi antara individu rentan dengan sistem 

peradilan.214 Mengadaptasi model ini, diusulkan pengembangan peran baru 

dalam SPPA Indonesia, yaitu "Pendamping Ahli Komunikasi". Untuk 

memahami kebaruan dan urgensi dari peran ini, penting untuk 

membandingkannya dengan peran pendamping yang sudah ada dan diakui 

dalam UU SPPA, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS).  

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, PK adalah pejabat fungsional 

penegak hukum yang memiliki tugas multifungsi: melaksanakan penelitian 

kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan 

 
213 Penny Cooper dan Michelle Mattison, “Intermediaries, Vulnerable People and the Quality of 
Evidence: An International Comparison of Three Versions of the English Intermediary Model,” The 
International Journal of Evidence & Proof 21, no. 4 (2017): 351–70, 
https://doi.org/10.1177/1365712717725534. 
214 Ministry of Justice United Kingdom, " Registered Intermediary Procedural Guidance Manual 
2024", diakses 25 Agustus 2025, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/671b819bfc28a840abc6d26d/Registered_Interme
diary_Procedural_Guidance_Manual_2024__Official_.pdf 
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terhadap anak.215 Fokus utama PK adalah pada aspek psikososial anak mulai 

dari latar belakang keluarga, lingkungan, dan faktor-faktor yang berkontribusi 

pada perilaku, sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada APH dan 

hakim mengenai penanganan terbaik bagi anak, termasuk diversi dan program 

rehabilitasi.216 Peran mereka sangat luas, mencakup dari tahap pra-adjudikasi 

hingga pasca-adjudikasi. Sementara peran PK sangat krusial, keahlian mereka 

bersifat generalis di bidang pekerjaan sosial dan hukum.217 Mereka tidak secara 

spesifik dilatih untuk menangani hambatan komunikasi kompleks yang timbul 

dari berbagai jenis disabilitas (misalnya, autisme, disabilitas intelektual, atau 

gangguan wicara).218 Di sinilah peran "Pendamping Ahli Komunikasi" (PAK) 

yang diusulkan menjadi vital. PAK bukanlah pengganti PK, melainkan 

pelengkap yang mengisi celah krusial. Fokus tunggal PAK adalah pada proses 

komunikasi itu sendiri. Mereka adalah spesialis netral yang terlatih untuk 

memastikan anak dapat memahami proses hukum dan mengekspresikan 

dirinya secara akurat, terlepas dari hambatannya.219 

Dengan demikian, kedua peran ini tidak tumpang tindih, melainkan 

saling melengkapi. PK menjawab pertanyaan mengapa dan apa selanjutnya 

bagi anak dalam konteks sosial dan rencana rehabilitasi, sementara PAK 

menjawab pertanyaan bagaimana anak dapat berpartisipasi secara adil dan 

 
215 Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
216 Pasal 65 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
217 Lifiana Tanjung, “PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI SAKSI PADA 
PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG,” UNES Law Review 1, no. 
2 (2018): 199–210, https://doi.org/10.31933/law.v1i2.27. 
218 Ibid. 
219 International Principles and Guidlines on Access to Justice for Persons with Disabilities (OHCHR) 
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efektif saat ini juga. Kehadiran kedua figur ini secara simultan akan 

menciptakan sistem pendampingan yang benar-benar menyeluruh dan sesuai 

dengan mandat yang ditaruh oleh CRC dan CRPD kepada Sistem Peradilan 

Pidana Anak Indonesia. 

Tabel 3.3 Operasional konsep peran dan fungsi Pendamping Ahli Komunikasi 

dalam setiap tahapan SPPA (berdasarkan Perbandingan dengan Registered 

Intermediary Procedural Guidance Manual 2024 yang diterbitkan oleh 

Ministry of Justice United Kingdom) 

Aspek Pembeda 

Pendamping Pembimbing 

Kemasyarakatan (UU SPPA) 

Pendamping Ahli 

Komunikasi (Model 

Usulan) 

Fokus Utama 

Kesejahteraan psikososial 

anak, latar belakang, faktor 

risiko, dan rencana 

rehabilitasi. 

Fasilitasi komunikasi dua 

arah yang efektif dan 

akurat antara anak dan 

sistem peradilan. 

Dasar Keahlian 

Pekerjaan sosial, kriminologi, 

psikologi, dan hukum pidana 

anak. 

Linguistik, psikologi 

perkembangan, terapi 

wicara, dan metode 

komunikasi 

alternatif/augmentatif yang 

spesifik untuk ragam 

disabilitas. 
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Sifat Peran 

berbagai peran seperti 

pendamping hukum, 

pembimbing, dan pengawas. 

Sangat terspesialisasi dan 

tunggal: sebagai perantara 

komunikasi yang netral. 

Tujuan 

Intervensi 

Memberikan rekomendasi 

kepada APH/Hakim untuk 

kepentingan terbaik anak dan 

mengawasi pelaksanaan 

putusan/kesepakatan. 

Memastikan partisipasi 

anak yang bermakna dan 

mencegah miskomunikasi 

yang dapat berujung pada 

ketidakadilan (misalnya, 

pengakuan palsu). 

Hubungan 

dengan Proses 

Hukum 

Bagian dari aparat penegak 

hukum, memberikan masukan 

substantif (Litmas) yang 

memengaruhi keputusan 

hukum. 

Netral terhadap substansi 

kasus; hanya berfokus pada 

proses komunikasi agar 

berjalan adil. Memberikan 

rekomendasi prosedural 

(cara bertanya, 

penggunaan alat bantu). 

Sementara tabel berikut mengoperasionalkan konsep peran dan fungsi 

Pendamping Ahli Komunikasi dalam setiap tahapan SPPA. 

Tabel 3.4: Konsep Peran dan Fungsi "Pendamping Ahli Komunikasi" di 

Setiap Tahapan SPPA Indonesia (Adaptasi dari Model Registered 

Intermediary Inggris) 
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NO Tahapan SPPA 

Peran Pendamping Ahli 

Komunikasi 

Dasar Hukum yang 

Relevan/Diusulkan 

1 Penyelidikan & 

Penyidikan 

Melakukan asesmen 

kebutuhan komunikasi 

anak. Memberi 

rekomendasi kepada 

penyidik tentang teknik 

bertanya (misal: kalimat 

tunggal, bahasa konkret). 

Hadir saat pembuatan 

BAP untuk memastikan 

anak memahami 

pertanyaan dan 

jawabannya dipahami 

dengan benar. 

Amandemen UU SPPA 

(Pasal tentang 

Pemeriksaan), PP 

39/2020. 

2 Penuntutan Membantu jaksa 

memahami kapasitas dan 

keterbatasan komunikasi 

anak. Membantu anak 

memahami isi berkas 

perkara dan surat 

dakwaan. Memfasilitasi 

komunikasi yang efektif 

Amandemen UU SPPA 

(Pasal tentang 

Penuntutan). 
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antara anak dan penasihat 

hukumnya. 

3 Pemeriksaan di 

Pengadilan 

Menyusun laporan ahli 

komunikasi untuk hakim. 

Memberikan 

rekomendasi praktis 

tentang modifikasi 

persidangan (misal: 

penggunaan visual, 

frekuensi istirahat). 

Duduk di samping anak 

selama sidang untuk 

memfasilitasi 

pemahaman dan 

mengintervensi (sesuai 

aturan yang disepakati) 

jika ada miskomunikasi. 

Amandemen UU SPPA 

(Pasal tentang 

Pemeriksaan di Sidang 

Pengadilan), Peraturan 

Mahkamah Agung 

(PERMA). 

4 Diversi Membantu fasilitator 

mengadaptasi proses 

musyawarah. 

Mengusulkan dan 

menggunakan alat bantu 

komunikasi (gambar, 

Amandemen UU SPPA 

(Pasal 7-12 tentang 

Diversi), PP 65/2015. 
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papan cerita). 

Memastikan kesepakatan 

diversi yang dicapai 

benar-benar dipahami dan 

disetujui secara sadar 

oleh anak. 

Penerapan peran Pendampingan Ahli Komunikasi (PAK) ke dalam 

SPPA bukan sekadar inovasi prosedural, tetapi juga sebuah kebutuhan 

mendesak untuk menjamin pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. 

Dengan hadirnya PAK yang berfokus pada akses komunikasi, serta 

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berfokus pada aspek psikososial, 

SPPA di Indonesia akan lebih menyeluruh, adil, dan humanis. Kombinasi 

tersebut akan memperkuat komitmen negara terhadap prinsip non-

discromination dan best interest od the child sebagaimana yang ada dalam 

CRC dan CRPD. 

Diantara asas non diskriminasi dengan asas perlindungan hukum 

memiliki hubungan yang saling berkaitan. Asas non diskriminasi memberikan 

pedoman agar perlindungan hukum bersifat menyeluruh, sedangkan asas 

perlindungan hukum memberikan mekanisme konkret untuk mewujudkan 

prinsip tersebut. Tanpa perlindungan hukum yang efektif, non diskriminasi 

hanya sebuah prinsip abstrak, sementara tanpa adanya non diskriminasi, 

perlindungan hukum menjadi terbatas dan memperkuat ketidaksetaraan. 
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Dengan demikian, diperlukan adanya pembaharuan terhadap SPPA agar sesuai 

dengan asas nondiskriminasi dan asas perlindungan hukum.
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, penelitian ini mengajukan 

perubahan terhadap UU Nomor 11 tahun 2012  tentang sistem peradilan pidana 

anak pada Bab II tentang Diversi, Bab III Acara Peradilan Pidana Anak,. Fondasi 

dari pembaruan ini adalah sesuai arahan dan pengadopsian  dari Convention on the 

Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (CRPD) yang disesuaikan agar anak disabilitas tidak menjadi korban 

dari kerentanan ganda akibat dari kerentanan yang dimilikinya. Kemudian, 

perubahan juga diusulkan dikarenakan agar perluasan dari maksud asas Non-

Diskriminasi dan Perlindungan Hukum sesuai dengan maksud pasal 2 dari UU a 

quo. 

 Tahap Penyidikan memiliki masalah dimana penyidik seringkali tidak 

mampu mengidentifikasi disabilitas, terutama disabilitas intelektual. Hal ini 

menyebabkan seluruh proses selanjutnya menjadi terhambat karena kebutuhan anak 

tidak pernah terungkap dan berita acara pemeriksaan dikembalikan oleh Jaksa 

Penuntut Umum. Oleh karena itu penelitian ini mengusulkan adanya penambahan 

pasal baru pada bagian Penyidikan pada Bab III tentang pemeriksaan terhadap anak 

penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana yang fokus untuk 

menyeleksi kerentanan yang dimiliki dan metode skrining terhadap pelaku agar 

menyesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh pelaku. Serta, Mengubah Pasal 

27 UU SPPA dari yang semula hanya mewajibkan Penyidik meminta pertimbangan 
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dari Pembimbing Kemasyarakatan , menjadi  mewajibkan dilakukannya skrining 

disabilitas terstandarisasi dan asesmen komprehensif oleh tim dari berbagai disiplin 

ilmu (seperti psikolog, terapis, pekerja sosial) sebelum pemeriksaan 

dilakukan. Hasil asesmen ini harus menjadi dokumen dasar yang wajib 

dipertimbangkan di seluruh tahapan peradilan pidana Anak. 

 Pada Tahap Penuntutan, Jaksa seringkali kesulitan membuktikan mens rea 

pada anak dengan disabilitas intelektual yang memiliki keterbatasan dalam 

memahami norma sosial dan hukum. Kurangnya pemahaman jaksa mengenai 

ragam disabilitas juga menjadi penghalang utama dalam mewujudkan keadilan. 

Oleh karena itu perlu adanya penambahan pada pasal 41 UU a quo 

yang mewajibkan Penuntut Umum untuk menjadikan hasil asesmen di tingkat 

penyidikan sebagai pertimbangan utama dalam menyusun surat dakwaan dan 

rencana penuntutan. Laporan ini harus  menguraikan kapasitas anak dalam 

memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya, yang akan membantu jaksa 

dalam pembuktian unsur kesalahan secara lebih adil dan akurat. 

 Pada Tahap pengadilan, Anak Penyandang Disabilitas sering 

terdiskriminasi dalam proses sidang. Proses persidangan yang sangat formal, cepat, 

dan didominasi komunikasi verbal menjadi penghalang absolut bagi partisipasi 

anak. Anak seringkali menjadi penonton pasif dalam proses yang menentukan 

nasibnya sendiri. Oleh karena itu penambahan pasal baru Bagian Pemeriksaan 

pengadilan yang dikhususkan untuk menambahkan akomodasi yang layak untuk 

Anak penyandang disabilitas, disebut "Rencana Akomodasi Individual". Pasal baru 

ini mewajibkan Hakim, berdasarkan laporan asesmen, menyusun "Rencana 
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Akomodasi Individual" sebelum setiap persidangan anak dimulai. Rencana ini 

bersifat mengikat dan harus merinci penyesuaian yang diperlukan, seperti 

penggunaan bahasa yang mudah dipahami anak, alat bantu sesuai kebutuhan anak, 

frekuensi jeda sidang, serta kehadiran wajib "pendamping anak disabilitas" di 

samping anak selama sidang.  

 Serta Perubahan Paradigma dalam Prosesi sidang masih sangat bergantung 

pada Pasal 44 KUHP yang berbasis paradigma medis (anak dianggap "sakit" atau 

"cacat") dan memaksa hakim pada pilihan antara mampu atau tidak mampu 

bertanggung jawab. Ini bertentangan dengan paradigma hak asasi manusia yang 

mengedepankan konsep supported decision-making. Oleh karena itu diperlukan 

perluasan maksud dari pasal 60 ayat 3 UU SPPA yang diharapkan Hakim 

untuk menilai pertanggungjawaban pidana anak secara proporsional berdasarkan 

kapasitasnya, dengan mempertimbangkan laporan asesmen dan dukungan yang 

telah diberikan. Ini akan menggeser fokus dari sekadar menyatakan anak tidak 

cakap hukum, menjadi menilai sejauh mana anak dapat memahami perbuatannya 

dengan adanya dukungan yang memadai, sejalan dengan semangat CRC dan  

CRPD. 

 Kemudian terakhir pada Diversi, untuk mengurangi resiko Diversi gagal 

pada setiap Peradilan Pidana Anak,  penelitian ini menyarankan penambahan pasal 

baru untuk alternatif diversi dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitator pihak 

ketiga yang dipimpin oleh fasilitator keadilan restoratif yang terlatih dan berbasis 

komunitas, seperti pekerja sosial atau organisasi masyarakat sipil Independen yang 

memiliki keahlian dalam mediasi dan bekerja dengan anak penyandang disabilitas. 
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Serta jika Diversi masih dilakukan dalam lingkungan Aparat Penegak Hukum, 

diperlukan penambahan ayat pada pasal 8 UU SPPA, yang mewajibkan APH untuk 

melakukan diversi berdasarkan hasil asesmen berbagai tim ahli . Ini termasuk 

kewajiban menggunakan metode komunikasi alternatif (misalnya alat bantu visual), 

bahasa yang disederhanakan, dan memberikan waktu yang lebih lama bagi anak 

untuk merespons. 

B. SARAN 

  Penelitian ini juga menyarankan untuk mengadopsi sistem Skrining dari 

Disability Justice Service dari Australia serta penggunaan Pendamping ahli 

Komunikasi dari United Kingdom sebagai alternatif cepat sebagai respon dari 

keterhambatan dari SPPA terhadap pelaku anak penyandang disabilitas. Alternatif 

ini diharapkan bisa menjadi inovasi agar APH yang menjadi bagian penting dari 

SPPA bisa beradaptasi dengan cepat dan menjawab permasalahan yang dihadapi 

terhadap sistem peradilan anak saat ini, dimana bentuk adaptasi ini diusulkan untuk 

dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) demi mengakomodir dan 

mendukung penuh pelaksanaan program ini.. Penelitian ini juga menyarankan 

adanya kolaborasi dan kerja sama antara APH serta organisasi independen seperti 

Komisi Nasional Disabilitas dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk 

membentuk pelatihan bersama terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi 

Pelaku Tindak Pidana.  
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